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ABSTRAK 
ANWAR (B111 08 902) Tanggungjawab Hukum Keperdataan Dokter 
Muda Dalam Penanganan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di 
Rumah Sakit di bimbing oleh Anwar Borahima dan Harusitiati A.Moein. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab 
hukum keperdataan dokter muda dalam melakukan pelayanan kesehatan 
terhadap pasien selama melakukan proses belajar di rumah sakit, serta para 
pihak yang ikut bertanggungjawab dan proses pertanggunjawabannya 
Pihak-pihak dalam penelitian ini adalah mereka yang terkait dalam hal 
ini dokter muda (Co-ass) itu sendiri, juga pihak yang terkait dan turut 
bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan profesi dokter seperti 
pimpinan fakultas, pimpinan rumah sakit, residen dan supervisor yang 
keterangannya di minta melalui proses wawancara dan pengambilan data 
terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan 
kesehatannya selama berada di rumah sakit, dokter muda hanya melakukan 
proses pembelajaran yang olehnya dibawah bimbingan dan arahan dari 
residen dan supervisor yang bertanggungjawab atas nama mahasiswa yang 
bersangkutan secara perdata bilamana terjadi kesalahan yang dilakukan 
oleh mahasiswa tersebut yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh 
pasien selama menjalankan pengobatan di rumah sakit. Selain itu, secara 
institusi Universitas memegang peranan tanggungjawab yang besar terkait 
pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswanya selama berada 
di rumah sakit dimana rumah sakit hanya sebagai tempat magang bagi 
mahasiswa untuk memperdalam pengetahuannya terkait praktik penanganan 
pelayanan kesehatan terhadap pasien. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kesehatan merupakan hal yang sangat mempengaruhi sejauh 
mana seseorang dapat berkarya dan melaksanakan kegiatannya sehari-
hari. Seorang tentu tidak mampu bekerja atau beraktivitas dengan baik 
ketika kondisi kesehatannya dalam keadaan yang kurang prima atau 
sedang dalam kondisi kesehatan yang terganggu sehingga hal ini 
menjadikan kesehatan sebagai hal yang sangat penting untuk dijaga 
bahkan ditingkatkan kualitasnya. 
Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, selain oleh 
masing-masin individu, kesehatan juga dapat dijaga dan di tingkatkan 
melalui campur tangan tenaga kesehatan yang dalam hal ini oleh dokter, 
dokter gigi, perawat, bidan, dan lain sebagainnya. Hal ini disebabkan 
mereka adalah tenaga terampil yang telah melalui proses pendidikan yang 
khusus mempelajari dan membahas terkait bagaimana menjaga, 
menmelihara, dan meningkatkan kualitas kesehatan baik individu maupun 
keseharan dalam masyarakat secara umum. 
Proses perjalanan seseorang untuk menjadi dokter melalui jenjang 
pendidikan yang berkelanjutan sangat penting dan merupakan penentu 
kualitas dan kemampuannya dalam hal menangani keluhan dan 
permasalahan pasien. Hal ini terkait mengenai kerugian yang akan 
ditimbulkan terhadap pasien ketika dokter tidak memenuhi standar 
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pendidikan sesuai yang ditetapkan dimana profesi dokter sangat erat 
kaitannya dengan kelansungan hidup seseorang, sehingga bahkan 
dengan sedikit kesalahan pun dapat berakibat fatal dan bahkan 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
Seorang dokter dalam menjalankan tanggungjawab profesinya 
dapat dibantu oleh paramedik, perawat, bidan, ahli farmasi, dan yang 
lainnya. Dari keseluruhan yang membantu dokter tersebut terlebih dahulu 
harus melalui pendidikan formal masing-masing terkait tata cara 
penanganan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya 
masing-masing. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 14 Ayat (1) 
bahwa: Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada 
perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam 
melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.  
Seorang dokter dapat melimpahkan wewenangnya untuk 
menangani pasien terkait permasalahan kesehatannya dengan terlebih 
dahulu memperhatikan kemampuan atau kecakapan orang yang akan 
menerima pelimpahan wewenang tersebut dan dilaksanakan ketika 
penanganan pasien selanjutnya dapat ditangani oleh perawat 
berdasarkan kompetensi keperawatan. Dokter dapat menginstruksikan 
kepada perawat, bidan, dan termasuk dokter muda untuk menangani 
pasien sesuai kecakapannya dan kompetensinya. Hal ini diatur dalam 
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / 
Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, 
Pasal 14 Ayat (2) bahwa: Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud 
Ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Seorang perawat, bidan, atau dokter muda tidak dibenarkan untuk 
mengambil tindakan medis tanpa pelimpahan wewenang atau pemberian 
instruksi dari dokter sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan 
(2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / 
Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan 
Dokter Gigi. Hal ini karena dokter bertanggungjawab atas permasalahan 
yang di hadapi oleh pasiennya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
penanganan kesehatannya selama menjalani pelayanan kesehatan di 
rumah sakit. 
Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Pasal 1 
Angka 6 mengatur bahwa: tenaga kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan. 
Seseorang dibenarkan untuk melakukan tindakan pelayanan 
kesehatan apabila telah melalui pendidikan formal mengenai penanganan 
kesehatan dan telah mendapat kewenangan dari pihak yang 
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bertanggungjawab seperti kementerian kesehatan, atau departemen 
kesehatan dan pihak lainnya yang dianggap bertanggungjawab dalam hal 
penanganan kesehatan. 
Seorang tidak dibenarkan melakukan tidakan pelayanan kesehatan 
apabila tidak memiliki keterampilan, pengetahuan termasuk pengalaman 
yang sesuai ketentuan terkait mengenai bagaimana langkah dan upaya 
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap seorang pasien. Hal 
ini karena kesehatan sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup 
seseorang yang jika menyalahi ketentuan pelayanan dapat berakibat 
buruk pada pasiennya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 29 Tahun 
2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 Ayat (2) bahwa: Setiap orang 
dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah 
yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki 
surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. 
Mengenai pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat, 
bidan, ahli farmasi, termasuk dokter muda dan mahasiswa yang 
melakukan praktik harus melalui instruksi dan petunjuk dari seorang 
dokter. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang bekerja atas 
kewenangan dokter sehingga tidak diperkenankan melakukan tindakan 
medis dan mengambil keputusan sendiri jika tidak sesuai dengan petunjuk 
dan instruksi dokter. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 
(1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 
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/ Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan 
Dokter Gigi 
Dokter tidak hanya bertanggungjawab terkait kesalahan yang 
dilakukannya sendiri tapi juga menyangkut kesalahan para medik yang 
membantu kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakannya seperti 
perawat, bidan, dokter muda, dan sebagainya. Hal ini sebagai akibat dari 
pertanggungjawaban profesi seorang dokter yang bertanggungjawab 
terhadap apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang dibawah 
kuasanya dimana mereka harus melaksanakan kegiatan pelayanannya 
sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh dokter. Hal ini berdasarkan 
pada Pasal 1367 KUH Perdata. 
Seorang dokter muda juga tidak dibenarkan melakukan tindakan 
medis bilamana tidak mendapat persetujuan dan perintah dari seorang 
dokter karena belum mendapatkan surat izin praktik kedokteran sesuai 
yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran. Dokter muda sebagai seorang mahasiswa yang 
melaksanakan program pendidikan profesinya berada dibawah wewenang 
seorang dokter pembimbing yang bertanggungjawab terkait kegiatan yang 
dilaksananaknnya di rumah sakit. Sekalipun secara teori telah melalui 
pendidikan formal di Universitas, akan tetapi belum diperkenankan 
mengambil keputusan sendiri dan melakukan penanganan kesehatan. 
Seorang dokter ketika melimpahkan wewenangnya kepada orang-
orang yang membantunya dalam hal pelayanan medik pada hakikatnya 
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akan melaksanakan tindakan pelayanan kesehatan untuk dan atas nama 
dokter yang bersangkutan. Sekalipun secara teknis bukan dokter yang 
bersangkutan yang melaksanakan tindakan medis, bilamana suatu saat 
terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka dokter 
yang memberi kuasalah yang akan mempertanggungjawabkan hal 
tersebut. 
Artikel www.tempo.co tanggal 25 Maret 2013 menyatakan bahwa 
sejak 2006 hingga 2012, tercatat ada 182 kasus kelalaian medik atau 
malpraktek yang terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia. 
Malpraktek ini terbukti dilakukan dokter setelah melalui sidang yang 
dilakukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). 
"Akibat dari malpraktek yang terjadi selama ini, sudah ada 29 dokter yang 
izin prakteknya dicabut sementara. Ada yang tiga bulan, ada yang enam 
bulan. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, Paul L 
Tahalele menjelaskan bahwa Mencabut izin praktek, sama saja 
menghukum dokter tersebut, dengan hukuman penjara di atas 10 tahun, 
bahkan hukuman penjara seumur hidup. Dokter tidak harus masuk 
penjara, cukup saja di cabut izinnya, Dokter merupakan bagian dari 
masyarakat yang krusial dan sanyat kental dibutuhkan dalam masyarakat. 
"Kalau izin dicabut itu sama saja dengan menghukum 10 tahun lebih, 
mungkin seumur hidup, sebab dia tahu jika memulai praktek lagi orang 
tidak akan percaya. Jadi, oleh karena itu, ini harus dijaga. 
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Dari 182 kasus malpraktek di seluruh Indonesia itu, sebanyak 60 
kasus dilakukan dokter umum, 49 kasus dilakukan dokter bedah, 33 kasus 
dilakukan dokter kandungan, dan 16 kasus dilakukan dokter spesialis 
anak. “Siasanya di bawah 10 macam-macam kasus yang dilaporkan,” 
katanya. Selain itu, ada enam dokter yang diharuskan mengenyam 
pendidikan ulang. Artinya, pengetahuan dokter kurang sehingga 
menyebabkan terjadinya kasus malpraktek. “Mereka kurang dalam 
pendidikannya sehingga ilmu yang didapatkan itu kurang atau terjadi 
penyimpangan dari standar pelayanan atau penyimpangan dari ilmu yang 
diberikan, dia wajib sekolah lagi dalam bidang tertentu,” ucapnya. Di 
samping kasus malpraktek, beberapa kasus lain yang juga ikut menjerat 
dokter ke ranah pidana hingga pencabutan izin praktek di antaranya soal 
komunikasi dengan pasien, ingkar janji, penelantaran pasien, serta 
masalah kompetensi dokter.Soal komunikasi ini juga yang sering 
dilaporkan, misalnya hanya periksa sebentar lalu dia keluar. Itu tidak boleh 
karena tidak puas, orang Itu yang harus diperbaiki, komunikasi efektif 
dengan pasien, dia harus menjelaskan penyakitnya apa, gejalanya apa, 
diberi apa, itu harus dioperasi atau tidak. Jadi, saat di periksa, harus 
dijelaskan, sekarang semua harus jelaskan. “Misalnya sewaktu akan 
dilakukan operasi dikatakan semuanya Rp 20 juta, tapi setelah selesai 
ternyata kuitansi yang disodorkan Rp 30 juta. Ini kan juga namanya 
dianggap dokter ingkar janji. Begitu juga menurut Paul, soal tudingan 
dokter menelantarkan pasien, juga menjadi salah satu keluhan yang 
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sering disampaikan masyarakat. “Kadang dokter, ketika akan menghadiri 
kongres atau apa pun, tapi tidak memperkenalkan dokter pengganti yang 
diberikan kuasa untuk menangani pasien. Harusnya dokter itu 
memperkenalkan siapa penggantinya.1 
Terjadinya kesalahan dalam penanganan medis yang berakibat 
pada kerugian yang di alami oleh pihak pasien tentu menjadikan para 
dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus berhati-hati dan menjalankan 
tanggungjawabnya sebaik mungkin tanpa melihat status dan kedudukan 
pasiennya. Oleh karena itu, banyaknya kasus mallpraktik yang terjadi 
dalam proses penanganan medis menjadikan masyarakat lebih waspada 
dan kritis dalam menjalani proses pelayanan medik. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hubungan hukum antara Dokter Muda (Co-Ass) 
dengan Dokter, Rumah Sakit, dan Universitas? 
2. Bagaimana tanggungjawab keperdataan Dokter Muda (Co-Ass) 
di Rumah Sakit? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Dokter Muda (Co-
Ass) dengan Dokter, Rumah Sakit, dan Universitas. 
2. Untuk mengetahui tanggungjawab keperdataan Dokter Muda 
(Co-Ass) di Rumah Sakit. 
                                                             
1http://www.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/Terjadi-182-Kasus-
Malpraktek-di-Balikpapan Diakses Pada: 21 September 2013  
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah: 
1. Skripsi ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam hal 
mengetahui hubungan hukum antara Dokter Muda dengan 
Dokter, Rumah Sakit, dan Universitas. 
2. Pengetahuan tentang tanggungjawab perdata Dokter Muda (Co-
Ass)Jika terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian 
terhadap pasien dalam upaya pelayanan kesehatan di Rumah 
Sakit. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Hukum Kesehatan 
Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan 
merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh.upaya tersebut 
meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. di 
dalam sistim kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan 
menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya 
sangat luas dan kompleks.2 
Dalam rangka pembangunan sektor kesehatan yang demikian 
kompleks dan luas, sangat dirasakan bahwa peraturan perundang-
undangan yang menduung upaya kesehatan perlu lebih disempurnakan 
dan ditingkatkan.Jika dilihat dari aspek yuridisnya dengan 
dikembangkannya sistim kesehatan nasional sudah tiba saatnya untuk 
mengkaji kembali dan melengkapi peraturan perundang-undangan bidang 
kesehatan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum yang lebih 
sesuai.3 
Ketika pelayanan kesehatan kesehatan berhadapan dengan 
berbagai permasalahan yang memerlukan suatu tindakan tegas dan 
bukan hanya sebagai himbauan moral, maka mau tidak mau diperlukan 
suatu ketentuan yang mengikat dengan sanksi yang tegas, jelas, dan 
                                                             
2
 Johan Nasution, Bahder, Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter, PT.Aneka Cipta, 
Jakarta,2005. Hal.1 
3
Ibid, Hal.3 
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dapat dipaksakan. Ketentuan ini lahir dari sebuah kekuasaan yang 
kompeten dan memiliki legitimasi kuat yang selanjutnya akan disebut 
sebagai norma hukum.4 
Pada dasarnya kesehatan itu menyangkut semua segi kehidupan, 
baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, sehingga 
jangkauannya sangatlah luas. Dalam sejarah perkembangannya pun telah 
terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran tentan upaya memecahkan 
masalah kesehatan, yang pada hakekatnya berkembang sejalan dengan 
proses perkembangan teknologi dan sosiologi budaya.
5
 
Pelayanan kesehatan yang pada hakekatnya merupakan upaya 
penyembuhan itu telah mengalami perkembangan. Pada mulanya, pada 
jamannya Hipocrates upaya penyembuhan/upaya kesehatan hanya 
terbatas atau menitik beratkan pada segi kuratif (saja) dan hanya 
menyangkut hubungan interpersonal antara sang pengobat dan sang 
penderita. Sekarang hal itu telah berkembang kea rah kesatuan upaya 
kesehatan yang mencakup upaya pramatif (peningkatan), preventif 
(pencegahan) kuratif (penyembuhan) dan rehabilitative (pemulihan) yang 
bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Ini menyangkut 
                                                             
4
 Ide, Alexandra. Etika & hukum Dalam Pelayanan Kesehatan,Grasia Book Publisher,Yogyakarta. 
2012, hal.147 
5
.http://www.google.com/Fsi.uns.ac.id/Fprofil/Fuploadpublikasi/FJurnal_HUBUNGAN.DOKTER.doc
&e.bmk (Diakses pada: 04 mei 2013) 
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hubungan dengan seluruh anggota masyarakat sebab untuk seluruh 
masyarakat dan dengan peran serta seluruh masyarakat.
6
 
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan. 
Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga 
maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, 
agar masyaraka sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang 
diberikan.pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk 
membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperukan orang lain serta 
dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan 
oleh konsumen.7 
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada bagian 
Menimbang Poin a mengatur: Bahwa kesehatan merupakan hak asasi 
manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan 
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran, 
Menimbang Poin b mengatur bahwa: kesehatan sebagai hak asasi 
manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya 
kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan 
                                                             
6
http://www.google.com/Fsi.uns.ac.id/Fprofil/Fuploadpublikasi/FJurnal_HUBUNGAN.DOKTER.doc
&e.bmk(Diakses pada: 04 mei 2013) 
7
 Triwulan Tutik, Titik. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. PT.Prestasi Pustaka, Jakarta. 2010. 
hal.11 
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pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh 
masyarakat.  
Selanjutnya dalam Poin c mengatur bahwa: penyelenggaraan praktik 
kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam bentuk 
penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan 
dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan 
kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya 
melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan ,sertifikasi, registrasi, 
lisensi, serta pembinaan pengawasan, dan pemantauan agar 
penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa: 
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup roduktif 
secara sosial dan ekonomis. Pasal 1 Angka 11 mengatur bahwa: Upaya 
kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 
dilakukan secara terpadi, terintegrasi dan berkesinambungan untuk 
memlihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk  
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan 
pemeliharaan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarkat. 
Yang dapat digolongkan sebagai pelayanan kesehatan antaralain 
adalah pemeriksaan medik, diagnosis, terapi, anastesi, menulis resep 
obat-obatan, pengobatan dan perawatan di rumah sakit, peningkatan 
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pasien, control, pelayanan pasca perawatan, pemberian keterangan 
medic, pemberian informasi, kerjasama vertikal penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan, dan sebagainya.8 
Dari aspek legal Rumah Sakit dimana Dokter atau tenaga kesehatan 
selaku pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan profesinya 
harus mendapat perlindungan hukum demikian juga pasien selaku 
penerima pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban sehingga 
diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis dalam pelayanan 
kesehatan agar hubungan antara tenaga kesehatan, pasien dan Rumah 
Sakit merupakan hubungan yang sangat kompleks dan terus berkembang 
sesuai dengan perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat dan 
perkembangan teknologi dibidang kedokteran. Dalam hubungan antara 
dokter dan pasien sering timbul masalah dengan adanya dugaan 
terjadinya kelalaian medis, hal itu dapat juga disebabkan karena 
kurangnya pemahaman atau persepsi yang sama atas hak dan kewajiban 
baik pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.9 
Hukum kedokteran terutama membahas tentang hubungan dokter 
dengan pasien dimana dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan 
kepada pasien, sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan 
kesehatan yang dilakukan oleh dokter. Segala upaya pencegahan, 
pengobatan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan yang 
                                                             
8
 Tengker,Freddy. Hak Pasien. CV.Mandar Maju, Bandung, 2007. Hal.56 
9
http://buk.depkes.go.id/index.php:tanggungjawabrumahsakitdalammemberikanperlindunganhukum
bagipasiendantenagakesehatandirumahsakit (Diakses pada: 04 mei 2013) 
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dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dan individu 
yang membutuhkan disebut sebagai pelayanan medis yang berfungsi 
untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut sedangkan untuk istilah 
pelayanan kesehatan mempunya cakupan yang lebih luas yaitu 
memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dalam pemberian pelayanan 
medis, timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien disebut 
kontrak atau perikatan medis yaitu hubungan antara suatu pihak dengan 
pihak lain yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berkenan 
dengan pelayanan jasa kesehatan.10 
Pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 
seperti dalam penjelasan di atas bahwa dalam memberikan pelayanan 
kesehatan baik itu perseorangan maupun masyarakat sangat dijamin 
dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam 
beberapa pasal sangat jelas ditegaskan bahwa untuk menjamin 
kesehatan masyarakat maka pemerintah mengupayakan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mencapai Indonesia yang 
sehat pada tahun 2010 ini. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
pemerintah baik itu berupa penyediaan fasilitas pelayanan kasehatan, 
penyediaan obat, serta pelayanan kesehatan itu sendiri. Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya 
menjamin kesehatan masyarakat.11 
                                                             
10
 Anny Isfandyarie. Mallpraktik Dan Resiko Medik. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005. Hal.6 
11
Dewi, Alexandria I.Etika dan Hukum Kesehatan. Pustaka Publiseher, Jogyakarta. 2008,  
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Dalam pelayanan kesehatan perseorangan ini harus tetap mendapat 
izin dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan, seperti yang termaktub di dalam Pasal 30 Ayat (1), (2) 
dan (3). Yaitu :12 
1. Pasal 30 Ayat (1) : Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menurut jenis 
pelanyanannya terdiri :  
a. Pelayanan Kesehatan Perseorangan; dan  
b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat.  
2. Pasal 30 Ayat (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagamana 
dimaksud pada Ayat (1) meliputi : 
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;  
b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan  
c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.  
3. Pasal 30 Ayat (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah 
daerah dan swasta. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib, membeikan 
akses yang luas bagi kebutuhan penelitain dan pengembangan dibidang 
kesehatan, dalam hal demikain fasilitas pelayanan kesehatan akan 
memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan 
pencegahan kecacatan terlebih dahulu, dalam keadaan darurat fasilitas 
                                                             
12
 Ibid. 
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pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah wajib untuk 
melayani pasien tanpa memandang siapa pasien tersebut, hal ini dalam 
undang-undang melarang bagi siapa saja yang terlibat dalam pelayanan 
kesehatan memberatkan pasien dalam keadaan darurat untuk menolak 
pasien atau meminta uang muka sebagai jaminan.13 
Pelayanan kesehatan adalah kegiatan dengan melakukan 
pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam pelayanan 
kesehatan perseorangan sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) adalah 
ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan 
perseorangan dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan 
masyarakat adalah ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. 
Pelayanan kesehatan ini adalah mendahulukan pertolongan keselamatan 
nyawa pasien dibandingkan kepentingan lainnya.14 
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara 
bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif, 
dalam hal ini pemerintah sangat bertanggungjawab atas pelayanan 
kesehatan, serta menjamin standar mutu pelayanan kesehatan. Dengan 
demikian sangat jelaslah bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 
pemerintah sangat peduli dengan adanya ketentuan-ketentuan yang 
berlaku menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
                                                             
13
 ibid 
14
 Ibid. 
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maka hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan tersebut 
dapat terlindungi.
15
 
B. Hubungan antara Dokter Muda (Co-Ass) dengan Dokter, Rumah 
sakit, dan Universitas. 
Hukum kedokteran sebagai bagian dari hukum kesehatan yang 
terpenting yang meliputi ketentuan hukum yang berhubungan dengan 
pelayanan medis. Hukum kedokteran juga disebut hukum kesehatan 
dalam arti sempit. Apabilah objek hukum kesehatan adalah pelayanan 
kesehatan, maka objek hukum kedokteran adalah pelayanan medis. 
Dalam implementasi, dokter bisa melakukan profesinya dalam bentuk 
praktik pribadi, atau dalam praktik swasta berkelompok dalam suatu 
Rumah Sakit, pelaksanaan profesi dokter hampir selalu berhubungan 
dengan profesi lain seperti perawat, bidan, penata roentgen, analis 
laboratorium, fisioterapis, petugas kesehatan lingkungan, dan 
sebagainnya.16 
Semua profesi dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai 
denga yang disebut sebagai standar (Ukuran) profesi. Jadi, bukan hanya 
tenaga kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi 
medik. Pengembangan profesi lain pun memiliki standar profesi yang 
ditentukan oleh masing-masing nama pemngemban profesi diluar dokter 
yang jarang berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang atau 
                                                             
15
Ibid. 
16
 Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Binapura Angkasa, Jakarta, 1996. Hal.37 
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menyebabkan cacat, sehingga mungkin tidak begitu dipermasalahkan. 
Tenaga kesehatan (Dokter) dalam melakukan pekerjaannya selalu 
berhubungan dengan orang yang sedang menderita sakit.Apapun jenis 
penyakitnya, tentu mempengaruhi emosi pasien. Dengan kata lain tenaga 
kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secara psikis dalam 
keadaan sakit, juga secara emosional membutuhkan perhatian dan 
perlakuan ekstra dari seorang dokter.17 
Co-Ass memiliki kepanjangan dari Co-Assistant. Co-Assistant 
magang di rumah sakit untuk lebih mengenalkan dunia kedokteran pada 
para calon dokter. Hal ini di maksudkan agar nantinya pada waktu 
diterjunkan pada dunia kedokteran sesungguhnya  mereka tidak kaget 
dan tidak canggung. Dalam Co-Assistant ini para calon dokter akan di 
bimbing oleh dokter pembimbing yang sudah ahli di bidangnya masing-
masing. Co-Ass di laksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan 
lulus S1 pada fakultas kedokteran untuk memperoleh gelar profesi dokter. 
Co-Assakan di lakukan pada setiap bagian yang ada di rumah sakit 
seperti bedah, syaraf, forensik, dan lain sebagainya dan di laksanakan 
selama kurang lebih dua tahun.18 
Dalam Peraturan bersama Menteri Keshatan dan Badan 
Kepegawaian Daerah No.1201/MENKES/PB/XII/2009 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Dan Angka 
                                                             
17
 Isfandyarie, Anny,Tanggung jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka. Jakarta, 
2006. hal.191 
18
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2012-1-00354-ka%202.pdf (Diakses pada: 08 juni 
2013) 
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Kreditnya Pasal 1 Angka 1 mengatur bahwa: Dokter pendidik klinis adalah 
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan 
wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, 
pengabdian masyarakat, pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis di rumah 
sakit pendidikan serta melakukanpenelitian guna pengembangan ilmu 
kedokteran yang diduduki oleh pegawai negeri sipildengan hak dan 
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 
Selanjutnya dalam Angka 4 menengatur bahwa: Pendidikan dokter 
dan dokter spesialis adalah pendidikan profesi dokter dan dokter 
spesialisyang hampir seluruh pembelajarannya dilaksanakan di rumah 
sakit pendidikan serta seluruh perangkat sarana dan prasarananya 
sebagai penunjang pendidik dan pasien rumah sakit sebagai media 
sekaligus materi pendidikan. 
Angka 5 menerangkan bahwa: Rumah sakit pendidikan adalah 
rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dokter dan dokter 
spesialis dari institusi pendidikan kedokteran. 
Pendidikan profesi kedokteran dijelaskan dalam Undang-Undang No 
29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 26: 
(1) Standar profesi kedokteran dan standar profesi kedokteran gigi 
disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. 
(2) Standar profesi kedokteran dan standar profesi kedokteran gigi 
sebagaimana disebutkan dalam Ayat(1): 
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a. Untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh 
asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi 
atau 
b. Untuk pendidikan profesi kedokteran spesialis disusun oleh 
kolegium kedokteran atau kedokteran gigi 
(3) Asosiasi institusi kedokteran atau kedokteran gigi dalam 
menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi 
kolegium,asosiasi rumah sakit, pendidikan, Departemen 
Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan. 
(4) Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menysun 
standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
(2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi 
institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi 
rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan 
Departemen Kesehatan. 
Selain itu, dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang tentang Praktik 
Kedokteran menjelaskan bahwa:Setiap dokter atau dokter gigi yang 
berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau 
kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi 
profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam 
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rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kedokteran atau kedokteran gigi. 
 Selanjutnya terkait hubungan antara dokter muda dengan 
universitas, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi Pasal 1 Angka 2 mengatur bahwa: Pendidikan Tinggi adalah 
jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 
program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, 
dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Angka 15 
menyebutkan bahwa: Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang 
Pendidikan Tinggi. 
 Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa: Menteri bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dan dalam Ayat (2) mengatur 
bahwa: Tanggungjawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup pengaturan, 
perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan 
dan koordinasi. 
 Selanjutnya dalam Pasal 17 Ayat (1) mengatur bahwa: Pendidikan 
profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang 
menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan 
keahlian khusus. Kemudian dalam Ayat (2) mengatur: Pendidikan profesi 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diselenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian 
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lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu 
layanan profesi. 
 Kemudian Pasal 24 Ayat (1) mengatur bahwa: Program profesi 
merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan 
program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan 
kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. 
Selanjutnya dalam Ayat (2) mengatur bahwa: Program profesi 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diselenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian 
lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu 
layanan profesi. Dalam Ayat (4) mengatur bahwa: Program profesi wajib 
memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program 
profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan 
pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun. 
 Pasal 36 menngatur bahwa: Kurikulum pendidikan profesi 
dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau 
organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi 
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
 Pasal 43 Ayat (1) mengatur bahwa: Sertifikat profesi merupakan 
pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan 
pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja 
sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi 
profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi, dan/atau 
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badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kemudian alam Ayat (2) mengatur: Sertifikat profesi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama 
dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi 
profesi yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau 
badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran Pasal 73 Ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dilarang 
menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan 
kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter 
atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat 
izin praktik.  
 Selanjutnya dalam Ayat (2) mengatur bahwa setiap orang dilarang 
menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang 
bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat 
tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. 
Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh 
siapa saja melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional 
kedokteran tertentu yang berkompetensi dan memenuhi standar tertentu 
dan telah mendapat izin dari institusi yang berwenang serta bekerja 
sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh 
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organisasi profesi. Dan sebagai tanggungjawab dokter adalah sebagai 
berikut:
19
 
1. Melaksanakan tugas fungsi sesuai keilmuan melalui pendidikan 
yang berjenjang. 
2. Sesuai dengan kompetensi dan memenuhi standar tertentu. 
3. Mendapat izin dari institusi yang berwenang. 
4. Bekerja sesuai dengan standar profesi. 
Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang 
No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa: profesi kedokteran 
atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran dan kedokteran 
gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang 
diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat 
melayani masyarakat. 20 
Pendidikan  Dokter  adalah  pendidikan  yang  diselenggarakan  
untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk 
melaksanakan pelayanan kesehatan  primer  dan  merupakan  pendidikan  
kedokteran  dasar  sebagai pendidikan universitas. Pendidikan kedokteran 
dasar terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap  sarjana kedokteran dan  tahap 
profesi dokter.  Profesi Kedokteran sendiri adalah suatu pekerjaan 
kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan  suatu keilmuan dan 
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 Nusye KI Jayanti. Penyelesaian Sengketa Hukum Dala Mallpraktik Kedokteran. PT.Buku 
Kita.Jakarta. 2009 Hal.31-32 
20
Ibid.Hal.32 
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kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang  berjenjang,  serta  
kode  etik  yang  bersifat melayani   masyarakat  sesuai  UU  No. 29 
Tahun 2004  tentang Praktik Kedokteran. Dokter sebagai salah satu 
komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat  mempunyai  
peran  yang  sangat  penting  dan  terkait  secara langsung dengan proses 
pelayanan  kesehatan dan mutu pelayanan  yang diberikan.  Ilmu  
pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan  perilaku  sebagai kompetensi  
yang  didapat  selama  pendidikan  akan merupakan  landasan utama bagi 
dokter untuk dapat melakukan  tindakan kedokteran dalam upaya 
pelayanan  kesehatan.  Pendidikan  kedokteran  pada  dasarnya  
bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi  seluruh masyarakat. 
Disatu sisi ketersediaan tenaga profesionalisme seperti dokter dirasakan 
sangatlah belum memadai.21 
Pada tahap Pendidikan profesi dokter, dokter muda akan diberikan 
pembelajaran klinik meliputi cara anamnesis dan pemeriksaan fisik, 
pemilihan pemeriksaan penunjang yang akan membantu menegakkan 
diagnosis atau diagnosis banding penyakit, tata laksana penyakit dan 
komplikasi. Objektif pembelajaran berupa jumlah kasus yang akan 
dipelajari dokter muda, tingkat kompetensi yang diharapkan, dan 
tanggungjawab etika, moral, dan profesional dokter muda di dalam 
merawat pasien sebagai dokter layanan primer dengan kompetensi dokter 
yang diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia.  Untuk menunjang dan 
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http://www.google.com/urlurl=http.fk.unhalu.ac.id/Fdocuments/FprogramPendidikanProfesiDokter.
pdf.bmk (Diakses Pada: 30 jilu 2013) 
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mengetahui kegiatan dokter muda di dalam melaksanakan pembelajaran 
tersebut di atas maka perlu disediakan buku peraturan akademik dan 
kontrol kegiatan pendidikan profesi dokter . Buku tersebut bertujuan 
sebagai panduan bagi dokter muda selama kegiatan kepaniteraan dan 
menjadi wadah komunikasi tertulis antara bagian akademik fakultas 
dengan bagian klinik tempat proses kepanitraan klinik berlangsung. Setiap 
memulai dan menyelesaikan kegiatan kepanitraan klinik pada tiap bagian, 
diharapkan kepada Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM) dapat 
mengisi buku ini dan langsung ditanda tangani oleh Ketua Bagian atau 
KPM sebagai laporan kepada bagian akademik.22 
Pemilihan “modul-modul” yang dilakukan di rumah sakit ditetapkan 
oleh institusi pendidikan kedokteran (agar terpenuhi kaidah akademis) dan 
disetujui oleh rumah sakit. Dengan demikian, maka kurikulum pendidikan 
dapat dilaksanakan sebagian di rumah sakit. Disadari bahwa mahasiswa 
kedokteran yang bekerja di klinik tidak ter-registrasi pada Konsil 
Kedokteran dan tidak memiliki Surat Izin Praktik. Oleh karena itu, 
mahasiswa tersebut secara legal tidak diizinkan untuk menyentuh pasien, 
kecuali berjabatan tangan. Kehadiran mahasiswa di klinik harus selalu 
didampingi oleh dokter yang memiliki SIP. Pengertian situasi klinis yaitu 
suatu situasi di mana terdapat pasien dan dokter yang memiliki SIP yang 
menjalin hubungan dokter dengan pasien dalam usaha untuk 
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menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Kehadiran mahasiswa 
kedokteran dalam situasi klinis seperti ini merupakan keadaan yang 
secara legal harus diatur.23 
1. Perjanjian Pemberian Kuasa 
Pasal 1792 KUH Perdata mengatur bahwa: pemberian kuasa 
adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan 
kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya 
menyelenggarakan suatu urusan. 
Dalam masa yang penuh dengan kesibukan sekarang ini, sering 
kali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya 
sehingga ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-
urusan itu. Orang ini lalu memberikan kuasanya atau wewenang untuk 
menyelesaikan urusan atas namanya. Yang dimaksud menyelesaikan 
urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan 
yang mempunyai akibat hukum.24 
Pasal 1793 KUH Perdata mengatur bahwa: kuasa dapat diberikan 
dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah 
tangan, bahkan sepucuk surat atau dengan lisan. Penerimaan suatu 
kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari 
pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. 
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http://www.google.com/urlurl=http.fk.unhalu.ac.id/Fdocuments/FprogramPendidikanProfesiDokter.
pdf.bmk (Diakses pada: 08 juni 2013) 
24 Subekti.  Aneka Perjanjian. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. Hal.140-141 
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Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu 
adalah bebas dari suatu bentuk atau cara tertentu dengan kata lain bahwa 
ia adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah mengikat atau sah 
sejak detik tercapainya sepakat antara sipemberi dan si penerima kuasa.25 
Pasal 1795 KUH Perdata mengatur bahwa:pemberian kuasa dapat 
dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu 
atau lebih, atau secara umum, yang meliputi segala kepentingan si 
pemberi kuasa. 
Pemberian kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan 
tertentu atau lebih. Oleh karenanya diperlukan suatu pemberian kuasa 
yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan 
oleh penerima kuasa misalnya untuk mengalihkan hak atas barang 
bergerak atau tidak bergerak, memsang hipotik atau membebankan hak 
tanggungan, melakukan suatu perdamaian atau perbuatan lain yang 
hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik26 
Pasal 1800 KUH Perdata mengatur bahwa: si kuasa diwajibkan, 
selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia 
menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang sekiranya dapat 
timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia diwajibkan 
menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si 
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 Djaja S.Melia. Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Nuansa Aulia. Bandung. 2008. Hal.5 
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pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera menyelesaikannya 
dapat timbul suatu kerugian. 
Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya dan dalam waktu yang setepatnyajika tidak, si penerima kuasa 
dapat dianggap melalaikan kewajibannya untuk mana dia dapat dituntut 
mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya itu. Kalau si 
pemberi kuasa meninggal sedangak ada urusan yang sudah mulai 
dikerjakan oleh si kuasa maka urusan itu harus diselesaikannya dengan 
baik dahulu sebelum ia dibolehkan mengundurkan diri.
27
 
Pasal 1801 KUH Perdata mengatur bahwa: si kuasa tidak saja 
bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja, tapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam 
menjalankan kuasanya. Namun itu tanggungjawab tentang kelalaian-
kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah 
tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk 
itu menerima upah. 
Kalau seorang kuasa diwajibkan melaksanakan tugasnya sebaik-
baiknya, maka dengan sendirinya ia tidak saja dapat 
dipertanggungjawabkan untuk akibat dari perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja tapi juga akibat kelalaian atau kealpaan dalam 
menjalankan tugasnya. Kemudian adalah wajar untuk memberikan 
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keringanan kepada seorang penerima kuasa yang sama sekali tidak 
menerima upah.
28
 
Pasal 1802 KUH Perdata mengatur bahwa: si kuasa diwajibkan 
memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan 
memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa 
yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang 
diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa. 
Pasal 1803 KUH Perdata mengatar bahwa: si kuasa 
bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai 
penggantinya dalam melaksanakan kuasanya; 
1o. jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain 
sebagai penggantinya. 
2o. jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan 
orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata 
seorang yang tak cakap atau tak mampu. Se pemberi kuasa 
senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si 
kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya untuk 
pengurusan benda-benda yang terletak diluar wilayah 
Indonesia atau di lain pulau daripada yang ditempat tinggal si 
pemberi kuasa. Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat 
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secara lansung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa 
sebagai penggantinya itu. 
Jika dalam pemberian kuasa diberikan hak subtitusi dengan 
menyebut nama pengganti pengganti itu, maka apabila si kuasa pada 
suatu waktu menunjuk orang lain tersebut untuk menggantikannya, ia 
bebas dari suatu tanggungjawab mengenai pelaksanaan kuasa 
selanjutnya. Jika diberikan hak subtitusi tanpa menyebutkan si pengganti 
maka si kuasa hanya bertanggungjawab kalau si pemberi kuasa 
membuktikan bahwa yang ditunjuk sebagai pengganti itu adalah orang 
yang tak cakap atau tak mampu. Jika sama sekali tak ada penyebutan 
terkait hak subtitusi maka si kuasa bertanggunjawab sepenuhnya untuk 
orang yang ditunjuknya sebagai penggantinya.29 
Pasal 1809 KUH Perdata mengatur bahwa: begitu pula si pemberi 
kuasa memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian 
yang di derita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa 
tidak telah berbuat kurang hati-hati. 
Pasal 1813 KUH Perdata mengatur bahwa: pemberian kuasa 
berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa dengan 
pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa dengan 
meninggalnya, pengampuannya, atau pelitnya si pemberi kuasa maupun 
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si kuasa dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau 
menerima kuasa. 
2. Perbuatan Melanggar Hukum. 
Norma atau kaidah hukum mempunyai arti suatu ketentuan 
mengenai sikap yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan. Norma 
hukum ini termasuk norma tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, yang 
kesemuanya itu telah diakui keberadaannya dalam masyarakat. Norma 
hukum itu sendiri ada yang berupa larangan dan ada yang berupa 
perintah, yang keduanya mempunyai kekuatan yang sama, jika tidak 
ditaati, sesuai dengan larangan atau perintah maka pelakunya akan 
dikenakan sanksi hukum.30 
Larangan adalah suatu hal yang dilarang untuk dilakukan atau 
dilanggar, bila tertap dilakukan maka akan dikenakan sanksi dan 
sebaliknya jika tidak dilakukan pelanggaran maka tidak dapat dikenai 
sanksi seperti larangan untuk melakukan pencurian, larangan melewati 
suatu jalan, apabila larangan itu dilanggar pelakunya baru bisa dikenakan 
sanksi.31 
Untuk lingkungan medis yang dikatakan larangan adalah suatu 
kondisi untuk tidak dilakukan terhadap pasien yang didasarkan kepada 
standar ilmiah kedokteran yang mempunyai sifat universal. Kalau sudah 
masuk dalam rambu larangan medis, namun masih juga dilakukan oleh 
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tenaga medis, hal semacam ini sudah bisa dikategorikan melakukan 
pelanggaran yang dalam pandangan yuridis diklasifikasikan melakukan 
penganiayaan.32 
Larangan untuk bertindak terhadap dokter diperintahkan oleh 
ketentuan dari tingkatan yang tertinggi yakni Undang-Undang sampai 
dengan kode etik semuanya mengatur larangan bertindak yang 
konsekuensi dari larangan ini bias dikenakan sanksi bagi pelakunya 
termasuk dalam sumpah dokter yang salah satunya adalah “saya tidak 
akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang 
bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam” .33 
Keharusan adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang 
dan apabila tidak dilaksanakan justru akan dikenakan sanksi. Keharusan 
untuk melakukan tindakan agar orang lain tidak terluka atau meninggal 
dunia yang apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi. 
Untuk lingkungan medis perbuatan keharusan merupakan tindakan yang 
seharusnya dilakukan atau dengan kata lain perbuatan yang tidak boleh 
ditinggalkan oleh tenaga medis dalam menangani pasien.34 
Pihak pasien umumnya tidak mengetahui apakah tindakan tenaga 
medis itu termasuk hal yang dilarang atau diperintahkan, atau melampaui 
standar pelayanan medis. Yang diketahui oleh pasien pada umumnya 
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hanya dampak negatif saja atau dampak positif dalam menjalani 
penanganan medis.
35
 
Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kalimat "perbuatan 
melanggar hukum" adalah istilah tekhnis yuridis yang arti sebenarnya 
secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjaun Pasal 1365 
KUHPerdata. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum tidak 
hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum tetapi juga secara 
tidak langsung melanggar peraturan lain, yakni perbuatan yang melanggar 
peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan kesopanan.
36
 
Jadi dalam pengertian perbuatan melanggar hukum yang diperluas 
ini segala perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak dilarang oleh 
Undang-Undang dianggap melanggar hukum jika perbuatan itu bersifat 
merugikan dan bertentangan dengan norma-norma kepantasan dan 
kepatutan sebagaimana yang seharusnya diperhatikan dalam 
masyarakat.37 
Dengan demikian, betapa luasnya yang dimaksudkan dengan 
pengertian perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 
KUHPerdata, yaitu tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain atau 
yang bertentangan dengan hak dan kewajiban sendiri seperti yang 
ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan norma-
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norma kepantasan dan kepatutan sebagaimana harus diindahkan dalam 
pergaulan masyarakat terhadap harta maupun pribadi seseorang. Dengan 
demikian, hukum melarang masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan 
yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan larangan ini disertai 
dengan sanksi-sanksi dan denda.38 
Perbuatan melanggar hukum akan menimbulkan kerugian yang 
diderita tidak hanya berupa harta benda melainkan dapat juga 
kepentingan-kepentingan lain seseorang/masyarakat, yaitu tubuh, jiwa 
dan kehormatan. Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 
kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.39 
Transaksi terapeutik, merupakan hubungan antara dua subjek 
hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya. 
Sikap saling percaya itu tumbuh apabila terjalin komunikasi secara terbuka 
antara dokter dan pasien. Dokter wajib memberikan perawatan dengan 
berhati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar profesi dan kode 
etik kedokteran. Sehingga apabila pasien mengetahui bahwa dokter tidak 
memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjiannya 
maka ia dapat menuntut Wanprestasi dan dapat minta perjanjian tersebut 
dipenuhi begitu pula dapat menuntut ganti rugi.40 
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Hubungan hukum antara dokter dengan pasiennya, berdasarkan 
undang-undang yaitu Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan 
melanggar hukum, yang menyebutkan bahwa:Setiap perbuatan yang 
melanggar hukum sehingga membawa kerugian kepada orang lain, maka 
sipelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk 
mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1366 KUH 
Perdata, menyebutkan bahwa: Setiap orang bertanggung jawab tidak saja 
terhadap kerugian yang ditimbulkan karena suatu tindakan, tetapi juga 
yang diakibatkan oleh suatu kelalaian atau kurang hati-hati.41 
Pasal 1367 KUH Perdata, menyebutkan bahwa: Seseorang tidak 
saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya 
sendiri, tetapi juga bertanggungjawab terhadap tindakan dari orang-orang 
yang berada dibawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-
barang yang berada dibawah pengawasannya.42 
3. Perjanjian Antara Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi. 
Bangunan rumah sakit menurut ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang No 44 Tahun 2009 adalah suatu bangunan yang dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang 
paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.43 
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Sebagai upaya menyiapkan calon dokter, pendidik, peneliti, dan 
sumber daya manusia di bidang kedokteran dan kesehatan pada 
perguruan tinggi negeri (PTN), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Mohammad Nuh bersama dengan Menteri Kesehatan 
Nasfiah Mboi  menandatangani  peraturan bersama tentang Rumah Sakit 
PTN. Penandatanganan peraturan bersama dilakukan di Kemdikbud, 
 Jakarta, Jumat (17/5).  Upaya bersama ini, selain untuk menyiapkan 
sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang kedokteran dan 
kesehatan, juga untuk menumbuhkan budaya akademik dan budaya 
profesi dalam menerapkan etika profesi layanan prima.44 
Tanggal 15 September 2008, Rektor Unhas Dr.dr.Idrus A.Paturusi 
telah meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit berlantai enam 
di samping kiri jalan masuk pintu II Unhas. Rumah sakit Pendidikan Unhas 
dibangun oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) yang ke-4 di 
Indonesia setelah UI, UGM, dan Undip. Rumah sakit pendidikan (RSP) 
adalah merupakan sarana pendidikan kedokteran dalam melakukan 
penelitian dan pelayanan jasa kepada masyarakat sebagai aplikasi dalam 
Tri Darma perguruan tinggi. Rumah Sakit pendidikan ini tidak akan terjadi 
duplikasi pelayanan dengan RSUP Wahidin Sudirohusudo. RSP Unhas 
nantinya tidak akan menyediakan layanan yang sudah tersedia di RSUP 
Wahidin Sudirohusudo. Artinya yang tidak dimiliki RS Wahidin akan 
dimiliki oleh RSP dan begitu sebaliknya sehingga saling melengkapi. 
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Misalnya saja, di RS Wahidin tidak memiliki pusat penanganan penyakit 
strok (Strokecenter) sehingga akan dibuat fasilitas tersebut di RSP 
UNHAS. 45 
Selain itu, RSP Unhas nantinya diutamakan sebagai sarana 
Pendidikan, Penelitian, hingga Pengabdian pada masyarakat 
sehinggahanya tersedia 300 tempat tidur.Lain halnya dengan RSUP 
Wahidin yang mengutamakan pelayanan jasa pada masyarakat sehingga yang 
tersedia tempat tidur di sana sekitar 700 tempat tidur.Tetapi pada 
prinsipnya rumah sakit ini tidak lepas dari visi, misi perguruan tinggi, 
dimana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga 
harus tercermin disana. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pada 
pendirian RSP Unhas, yaitu.46 
1. menjadikan RS sebagai tempat pendidikan bagi dokter, dokter 
spesialis, konsultan dan tenaga kesehatan lainnya 
2. RS bertujuan menghasilkan penelitian yang mempunyai 
keunggulan-keunggulan yang bisa berdampak ekonomi 
3. RSP menjadi salah satu rumah sakit yang memanfaatkan teknologi 
kedokteran sebagai pusat teknologi informasi yang merupakan 
tulang punggung dari segala aktifitas yang dijalankan dalam rumah 
sakit tersebut. Sehingga dengan RSP bertaraf Internasional (world 
class hospital) kita tidak lagi keluar negeri, tetapi orang luar yang 
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masuk ke dalam dengan harapan RS tersebut ramah lingkungan 
dan hemat energi.
47
 
Dalam Perjanjian Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin Dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Nomor: FKUH- 16/6.H.4.8/PM.05/2013, HK.05.01/Diirut.IV/ 
816 /2013 Pasal 1 Angka 1 mengatur bahwa: Fakultas Kedokteran 
Universitas hasanuddin yang selanjutnya disingkat dengan FKUH adalah 
institusi pendidikan kedokteran di lingkungan Universitas Hasanuddin 
Makassar, yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan 
pengabdian bagi peserta didik dan pendidik FK UH 
Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 mengatur bahwa: Rumah Sakit 
Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang selanjutnya 
disingkat RSWS adalah rumah sakit umum pemerintah yang merupakan 
unit pelayanan teknis Kementerian Kesehatan RI, yang dalam hal ini 
berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, yang 
mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat dan sebagai rumah sakit pendidikan utama bagi 
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. 
Pasal 13 Ayat 1 mengatur bahwa: tujuan utama dari perjanjian 
kerjasama ini adalah agar pemanfaatan dan pendayagunaan RSWS untuk 
kegiatan pelayanan dan pendidikan berjalan secara optimal. Demikian 
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pula pemanfaatan pendayagunaan tenaga medis berjalan secara 
harmonis dan efektif. 
Pasal 14 Ayat 2 mengatur bahwa: semua kegiatan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan oleh 
peserta didik FK UH diatur dengan peraturan dan ketentuan yang 
ditetapkan bersama oleh para pihak dan tunduk pada peraturan dan 
ketentuan yang berlaku di RSWS. Ayat 3 mengatur bahwa: 
penyelenggaraan pendidikan profesi di lingkungan RSWS berbasis dan 
mengutamakan pelayanan. 
4. Wanprestasi. 
Dalam suatu perjanjian, pihak-pihak yang bertemu saling 
mengungkapkan janjinya masing-masing dan mereka sepakat untuk 
mengikatkan diri satu sama lain dalam Perikatan untuk melaksanakan 
sesuatu. Pelaksanaan sesuatu itu merupakan sebuah prestasi, yaitu yang 
dapat berupa:48 
1. Menyerahkan suatu barang (penjual menyerahkan barangnya 
kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada 
penjual). 
2. Berbuat sesuatu (karyawan melaksanakan pekerjaan dan 
perusahaan membayar upahnya). 
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3. Tidak berbuat sesuatu (karyawan tidak bekerja di tempat lain selain 
di perusahaan tempatnya sekarang bekerja). 
Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang 
merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau 
katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi 
yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi 
perjanjian. Wanpestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun 
kesengajaan. Wanprestasi seorang dokter yang lalai terhadap janjinya 
dapat berupa:
49
 
1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuasi dengan 
janjinya. 
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat. 
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan. 
Dokter melakukan wanprestasi saat membuat surat perjanjian telah 
ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan 
kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Dengan 
lewatnya waktu tersebut tetapihak dan kewajiban belum 
dilaksanakan.Waktu terjadinya wanprestasi sulit ditentukan ketika di dalam 
perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus sudah 
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dilaksanakan. Bentuk prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu mudah 
sekali ditentukan waktu terjadinya wanprestasi, yaitu pada saat dokter 
melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu.50 
Jika dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan 
kewajiban harus dilaksanakan, maka kesulitan menentukan waktu 
terjadinya wanprestasi akan ditemukan dalam bentuk prestasi 
menyerahkan barang atau melaksanan suatu perbuatan. Di sini tidak jelas 
kapan suatu perbuatan itu harus dilakasanakan, atausuatu barang itu 
harus diserahkan. Untuk keadaan semacam ini, menurut hukum perdata, 
penentuan wanprestasi didasarkan pada surat peringatan dari debitur 
kepada pasien yang biasanya dalam bentuk somasi (teguran). Dalam 
peringatan itu pasien meminta kepada dokter agar melaksanakan 
kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pasien 
sendiri dalam surat peringatannya. Dengan lewatnya jangka waktu seperti 
yang dimaksud dalam surat peringatan, sementara dokter belum 
melakasanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapatdikatakan 
telah terjadi wanprestasi.51 
Dokter yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu 
berupa membayar kerugian yang dialami pasien, pembatalan perjanjian, 
peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan 
secara hukum di pengadilan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan 
baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing 
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seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi 
ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena 
adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau dokter.52 
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya 
prestasi buruk. Adapun wanprestasi adalah suatu keadaan yang 
dikarenakan kelalaianatau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi 
prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam 
keadaan memaksa. 
Bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:53 
1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Sehubungan dengan 
dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan 
dokter tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; Apabila prestasi 
dokter masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka dokter 
dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 
Dokter yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang 
keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka dokter dikatakan tidak 
memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan menurut Subekti, bentuk 
wanprestasi ada empat macam yaitu:54 
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1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikannya; 
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi 
debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga 
kategori, yakni. Membayar Kerugian yang Di derita oleh pasien (ganti rugi) 
Ganti rugi sering diperinci meliputi tinga unsur, yakni:55 
1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-
nyata sudahdikeluarkan oleh salah satu pihak; 
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan 
pasien yang diakibat oleh kelalaian dokter; 
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang 
sudah dibayangkan atau dihitung oleh pasien. 
C. Tanggungjawab Hukum Keperdataan Dalam Pelayanan 
Kesehatan 
Dalam pengertian hukum, tanggungjawab berarti “keterikatan”. Tiap 
manusia, mulai dari saat ia dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia 
mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. 
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demikian juga dokter dalam melakukan tindakan harus bertanggungjawab 
sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban.
56
 
Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam 
pergaulan masyarakat dapat dibedakan antara tindakan sehari-hari yang 
tidak berkaitan dengan profesi dan tindakan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan profesi. Begitu pula dengan tanggungjawab hukum seorang 
dokter dapat tidak berkaitan dengan profesi dan dapat pula merupakan 
tanggungjawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.57 
Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan dan harus 
membayar ganti rugi, bila antara kerugian yang ditimbulkan terdapat 
hubungan yang erat dengan kesalahan yang dilakukan oleh dokter 
tersebut. Dalam menentukan kesalahan dokter kita harus mengacu 
kepada standar profesi dokter sehingga dalam pelaksaan praktik 
kedokteran, perbuatan melawan hukum dapat diidentikkan dengan 
perbuatan dokter yang bertentangan atau tidak sesuai dengan standar 
profesi yang berlaku bagi pengemban profesi bidang kedokteran.
58
 
Prinsip dasar pertanggungjawaban atas kesalahan mengandung arti 
bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia telah bersalah 
karena melakukan sesuatu yang telah merugikan orang lain. 
sebaliknyadengan prinsip tanggungjawab resiko adalah sebagai dasar 
pertanggungjawaban, maka pasien penggugat tidak diwajibkan lagi 
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membuktikan kesalahan dokter tergugat sebab menurut prinsip ini dasar 
pertanggungjawaban bukan lagi kesalahan melainkan dokter tergugat 
lansung bertanggungjawab sebagai resiko profesinya.59 
Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban dapat di klasifikasikan 
dalam tiga kategori, yaitu pertanggungjawaban karena kasus Perbuatan 
melanggar hukum sesuai dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, 
Pertanggungjawaban karena wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH 
Perdata, dan penyalahgunaan keadaan berdasarkan doktrin hukum.60 
Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. 
yang mempunyai tanggungjawab publik atas setiap pelayanan jasa publik 
kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab publik rumah sakit 
yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 
terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, 
partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai 
pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi 
penyelenggara pelayanan kesehatan (health receiver) demi untuk 
mewujukan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.61 
Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk 
memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat 
adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter. 
Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan 
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wanprestasi apabila: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan 
melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan 
serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang 
dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak 
memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah 
dia adakan dengan pasiennya. 62 
Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau 
perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian 
dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai 
persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi 
bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi 
permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan 
membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya harus 
melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi 
penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang 
dokter hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-
dapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, 
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dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan 
pasien.
63
 
Dalam gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan bahwa 
dokter itu benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah 
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang tentu saja 
dalam hal ini senantiasa harus didasarkan pada kesalahan profesi). Jadi 
di sini pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak 
dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang 
berlaku dalam suatu kontrak terapeutik. Tetapi dalam prakteknya tidak 
mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak mempunyai 
cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa saja yang 
merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Hal ini yang 
sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perikatan antara 
dokter dan pasien adalah bersifat inspaningsverbintenis. 64 
Tanggungjawab karena kesalahan merupakan  bentuk klasik 
pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam 
Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 
sebagai berikut :65 
Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut 
telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di 
dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur 
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bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”.66 
Undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan tentang 
perbuatan melanggar hukum, yang harus ditafsirkan oleh peradilan. 
Semula dimaksudkan segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-
undang, jadi suatu perbuatan melawan undang-undang. Akan tetapi sejak 
tahun 1919 yurisprudensi tetap telah memberikan pengertian yaitu setiap 
tindakan atau kelalaian baik yang: (1) Melanggar hak orang lain (2) 
Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri (3) Menyalahi 
pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik) (4) Tidak 
sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan sebagai persyaratan tentang 
diri dan benda orang seorang dalam pergaulan hidup. Seorang dokter 
dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Untuk menentukan seorang 
pelaku perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah 
terdapat hubungan erat antara kesalahan dan kerugian yang 
ditimbulkan.67 
Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan 
melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar 
lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini 
diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 
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bunyinya sebagai berikut : “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja 
untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.68 
Nuboer Arrest ini merupakan contoh yang tepat dalam hal melakukan 
tindakan medis dalam suatu ikatan tim. Namun dari Arrest tersebut 
hendaknya dapat dipetik beberapa pengertian untuk dapat mengikuti 
permasalahannya lebih jauh. Apabila dihubungkan dengan ketentuan 
Pasal 1367 BW, maka terlebih dahulu perlu diadakan identifikasi 
mengenai sampai seberapa jauh tanggungjawab perdata dari para dokter 
pembantu Prof. Nuboer tersebut. Pertama-tama diketahui siapakah yang 
dimaksudkan dengan bawahan. Adapun yang dimaksudkan dengan 
bawahan dalam arti yang dimaksud oleh Pasal 1367 BW adalah pihak-
pihak yang tidak dapat bertindak secara mandiri dalam hubungan dengan 
atasannya, karena memerlukan pengawasan atau petunjuk-petunjuk lebih 
lanjut secara tertentu. Sehubungan dengan hal itu seorang dokter harus 
bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu 
para perawat, bidan dan sebagainya. Kesalahan seorang perawat karena 
menjalankan perintah dokter adalah tanggung jawab dokter. 69 
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1. Tanggungjawab Hukum Keperdataan Berdasarkan 
Wanprestasi 
Dalam suatu perjanjian, satu pihak berhak atas suatu prestasi dan 
pihak lain berkewajiban berprestasi. Dimana pihak yang berhak menuntut 
suatu prestasi dalam hal ini bisa dokter maupun pasien. Sebaliknya dokter 
atau pasien bisa sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi 
prestasi.70  
Dokter bertanggungjawab dalam hukum perdata jika ia tidak dapat 
dapat melaksanakan kewajibannya ( ingkar janji ). Yaitu tidak memberikan 
prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dan karena perbuatan 
yang melanggar hukum. Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, prestasi itu dapat berupa :71  
a. Memberi sesuatu  
b. Berbuat sesuatu  
c. Tidak berbuat sesuatu  
Tindakan dokter yang dapat dikategorikan wanprestasi antara 
lain: 
a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib 
dilakukan.  
                                                             
70 http://eprints.undip.ac.id/17134/1/dr.H.Yunanto.pdf (Diakses 29 april 2014) 
 
71 Ibid hal 53 
 53 
 
b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan 
tetapi terlambat. 
c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan 
tetapi tidak sempurna. 
d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya 
dilakukan.  
 Tuntutan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum 
tidak begitu saja dapat ditukat-tukar. Wanprestasi menuntut adanya suatu 
perjanjian antara pasien dan dokter. Dari perjanjian ini biasanya timbul 
perikatan usaha atau perikatan hasil/akibat. Disebut perikatan usaha 
karena didasarkan atas kewajiban berusaha, dokter harus berusaha 
dengan segala daya usahanya untuk menyembuhkan pasien, hal ini 
berbeda dengan kewajiban yang didasarkan karena hasil / akibat resultaat 
maka prestasi dokter tidaklah diukur dengan apa yang dihasilkannya 
tetapi ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien. Dokter 
wajib memberikan perawatan dengan berhati-hati dan penuh perhatian 
sesuai dengan standar profesi. Sehingga apabila pasien mengetahui 
bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum 
dalam perjanjiannya maka ia dapat menuntut Wanprestasi dan dapat 
minta perjanjian tersebut dipenuhi begitu pula dapat menuntut ganti rugi.72  
                                                             
72 Ibid hal 53 
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 Didalam pelayanan kesehatan, dokter maupun pasien dapat saja 
terjadi tidak terpenuhinya suatu kewajiban kontrak medis juga 
menimbulkan suatu perbuatan Wanprestasi mungkin terjadi pada waktu 
yang sama menimbulkan juga suatu perbuatan melanggar hukum. Pada 
pertanggungan jawab dalam Wanprestasi, unsur kesalahan itu tidak 
berdiri sendiri sebaliknya pada pertanggungan jawab dalam perbuatan 
melanggar hukum, unsur kesalahan itu berdiri sendiri.73  
Pada Wanprestasi, apabila dokter yang dimintai pertanggungan 
jawab mencoba membela diri dengan alasan keadaan memaksa 
(overmacht), maka pembuktian dibebankan kepada dokter tersebut. 
Karena dalam Wanprestasi, seorang dokter tidak dapat dianggap bahwa 
ia tidak tahu atas kesalahan yang diperbuatnya, apalagi jika ia 
berpendapat bahwa norma yang berlaku dalam pergaulan masyarakat 
bukan menjadi tanggung jawabnya.74  
Jika seorang dokter membuat kesalahan yang menjadi tanggung 
jawabnya karena Wanprestasi maka ia dianggap bertanggungjawab. 
Pembuktian menjadi beban dokter tersebut sebagai debitur. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan yang terdapat dalam perjanjian 
dan pelanggaran hukum (Wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum) 
di dalam kenyataan sering perbedaannya sangat kecil. Dengan demikian 
apabila seorang dokter terbukti telah melakukan wanprestasi atau 
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perbuatan yang melanggar hukum, maka bisa dituntut membayar ganti 
kerugian.
75
 
2. Tanggungjawab Hukum Keperdataan Berdasarkan Perbuatan 
Melanggar Hukum 
Akibat hukum daripada perbuatan melanggar hukum dapat dilihat 
pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menerangkan bahwa setiap 
perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, 
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian 
tersebut Yaitu:76 
a. konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.  
b. konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang 
termasuk perbuatan melanggar hukum 
Kerugian tersebut pun harus dibuktikan sehingga seseorang dapat 
diwajibkan untuk membayarnya. Pasien perbuatan melanggar hukum 
harus membuktikan bahwa ia menderita kerugian karena perbuatan itu. 
Agar dokter dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi karena 
perbuatan melanggar hukum, maka dokter harus dapat menduga terlebih 
dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian, namun 
besarnya kerugian itu tidak perlu diduga. Ganti kerugian akibat perbuatan 
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melanggar hukum yang tidak diatur oleh Undang-Undang dianalogikan 
dengan ganti kerugian karena wanprestasi. 
77
 
Berkaitan dengan ganti rugi dan perbuatan melanggar hukum 
Kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dapat berupa 
kerugian harta kekayaan (materiil) tetapi juga dapat bersifat idial 
(immateriil). Kerugian harta kekayaan meliputi kerugian yang diderita dan 
keuntungan yang tidak diterima. Untuk menentukan jumlah pengganti 
kerugian harus dengan satuan harga tertentu yang asasnya bahwa yang 
dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semula, namun telah 
diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapat keuntungan akibat 
dari perbuatan melanggar hukum.78   
Ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dikenal 
oleh hukum dijabarkan sebagai berikut : 79  
a. Ganti Rugi Nominal; adanya perbuatan melanggar hukum yang 
mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan 
kerugian yang nyata bagi pasien, maka kepada pasien dapat 
diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan 
tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut inilah 
yang disebut ganti rugi nominal.  
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b. Ganti Rugi Kompensasi; ganti rugi kompensasi (compensatory 
damages), merupakan pembayaran kepada pasien atas dan 
sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak 
korban dari suatu perbuatan melanggar hukum. Karena itu, ganti 
rugi ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi 
atas segala biaya yang dikeluarkan oleh pasien, kehilangan 
keuntungan /gaji, sakit dan penderitaan, tennasuk penderitaan 
mental seperti, stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain. 
c. Ganti Rugi Penghukuman; (punitive damages) merupakan suatu 
ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian 
yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut 
dimaksudkan sebagai hukuman bagi dokter. Ganti rugi 
penghukuman ini layak diterapkan pada kasus-kasus 
kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap 
penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti 
rugi dalam hal perbuatan melanggar hukum membagi menjadi dua 
pendekatan yaitu : 80 
i. Ganti rugi umum yaitu ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus 
baik kasus wanprestasi kontrak, atau kasus yang berkenaan 
lainnya termasuk perbuatan melanggar hukum. Ketentuan ini 
diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata.   
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ii. Ganti rugi khusus yaitu ganti rugi yang timbul dari perikatan-  
perikatan tertentu. Selain ganti rugi yang terbit dari ganti rugi yang 
berbentuk umum juga memberikan ganti kerugian yang berbentuk 
khusus seperti berikut : 
1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melanggar hukum( Pasal 
1365 KUHPerdata.  
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain( 
Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata ) 
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang ( Pasal 1368 KUHPerdata ) 
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk ( Pasal 1369 
KUHPerdata )  
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang  
dibunuh ( Pasal 1370 KUHPerdata ) 
6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan 
(Pasal 1371 KUHPerdata)  
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan ( Pasal 1372-1380  
KUHPerdata ) 
Untuk ganti rugi selain tersebut diatas, masih ada yang perlu menjadi 
perhatian penting yaitu ganti kerugian terhadap perbuatan melanggar 
hukum tertentu yang timbul karena perbuatan melanggar hukum dengan 
kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan orang mati, terhadap 
perbuatan melanggar hukum ini maka pihak-pihak yang biasanya 
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diberikan nafkah oleh yang meninggal berhak atas ganti rugi, dengan 
syarat : 
81
 
a. Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua 
belah pihak. 
b. Keharusan penilaian menurut keadaan.   
Hal tersebut diatur dalarn Pasal 1370 KUHPerdata 2). Ganti kerugian 
yang timbul karena perbuatan melanggar hukum dengan kesengajaan 
ataupun kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, 
yang dapat dituntut dalam hal ini adalah biaya penyembuhan, ganti 
kerugian yang diakibatkan oleh luka atau cacat. Hal tersebut diatur 
didalam Pasal 1371 KUHPerdata.82  
D. Pelayanan Medik Dokter Muda Di Rumah Sakit  
Rumah sakit adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan 
kesehatan atau lebih tepat disebut sebagai sarana kesehatan 
sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2009 
Tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, 
dan gawat darurat. Sedangkan dalam ketentuan Keputusan Menteri 
Kesehatan No.983/1992 diartikan sebagai sarana upaya kesehatan yang 
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menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
83
 
Pelayanan kesehatan rumah sakit juga diatur dalam Kode Etik 
Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dimana rumah sakit berkewajiban 
terhadap karyawan, pasien, dan masyarakat. Dampak lingkungan yang 
diakibatkan harus dikelola dengan baik hingga tidak merugikan 
masyarakat, rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan juga 
menanggung kewajiban untuk bertanggung jawab jika terjadi kasus 
malpraktik di lingkungannya. Hal ini diakibatkan hubungan kontraktual 
rumah sakit dengan dokter, perawat, dan petugas lainnya, sehingga 
dengan demikian meskipun rumah sakit merupakan badan swasta maka 
tetap bertanggungjawab secara social untuk memikul semua 
tanggungjawab orang-orang yang ada dibawah naungannya.84 
Berbagai upaya harus dilakukan untuk mewujudkan status kesehatan 
masyarakat yang optimal, salah satu diantaranya ialah menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan. Demi tercapainya kemampuan untuk hidup sehat 
bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan 
masyarakat yang optimal maka diperlukan upaya untuk memperluas dan 
mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu 
yang baik dan biaya yang terjangkau. Sejalan dengan meningkatnya 
pendidikan, perubahan sosial budaya masyarakat dan perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi kedokteran maka sistem nilai pun berubah. 
Masyarakat semakin menuntut pelayanan yang bermutu dan kadang-
kadang canggih. Rumah sakit sebagai mata rantai pelayanan kesehatan 
mempunyai fungsi utama penyembuhan dan pemulihan. Rumah sakit ini 
bersama dengan puskesmas melalui jalur rujukan diharapkan mampu 
memberikan pelayanan kesehatan paripuma bagi masyarakat. Dengan 
semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan maka 
fungsi pelayanan rumah sakit secara bertahap perlu ditingkatkan agar 
menjadi lebih efisien, sehingga dapat menampung rujukan dari 
puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.85 
Dalam dunia kedokteran terdapat dua pihak yang bisa menjadi 
penanggungjawab, yaitu institusi penyelenggara pelayanan kedokteran, 
(rumah sakit. Atau penyedia jasa kesehatan) dan profesional pelaksana 
pelayanan kedokteran (dokter, dokter gigi, perawat, dsb). Institusi 
berkewajiban menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan dengan 
kualitas yang memadai, menyediakan fasilitas instrumentasi kedokteran 
yang berfungsi baik, menyediakan standar pelayanan medis, dan standar 
prosedur yang harus diikuti oleh seluruh profesional. 86 
   Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik 
yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa publik 
kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggungjawab tersebut yaitu 
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menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau 
berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non-diskriminatif, partisipatif, dan 
memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa 
pelayanan kesehatan, juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan 
demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.87 
Sebagai pusat penyelenggara pelayanan publik, maka rumah sakit 
sebagai sebuah organisasi dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan 
medis yang bermutu bagi masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pelayanan 
publik rumah sakit sangat ditentukan oleh aspek internal dan eksternal 
dari rumah sakit itu sendiri. 88 
Hukum dan perungan-undangan memegang peranan penting 
dalam mengatur fungsi-fungsi pelayanan rumah sakit terhadap pasien dan 
masyarakat. Hukum dapat memainkan peranannya sebagai sarana sosial 
kontrol dalam masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap rumah 
sakit dalam menjalankan fungsinya dan juga hukum dapat berperan 
sebagai sarana pengubah bagi rumah sakit dalam menjalankan fungsi 
pelayanan sesuai dengan standar-standar pelayanan kesehatan dan 
kedokteran nasional dan internasional yang harus di terima oleh pasien 
dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan rumah sakit.89 
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Secara normatif, fungsi-fungsi pelayanan rumah sakit telah diatur 
pada Pasal 5 Undang-Undang no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
yaitu:90 
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan 
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. 
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga 
sesuai kebutuha medis. 
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya 
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam 
pemberian pelayanan kesehatan 
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta 
persiapan teknologi bidang kesehatan dalam rangka 
peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika 
ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. 
Standar pendidikan dokter di Indonesia adalah perangkat 
penyetara mutu pendidikan dokter yang dibuat dan disepakati bersama 
oleh  stakeholder  pendidikan dokter. Standar pendidikan dokter  juga 
merupakan perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan 
sesuai kompetensi. Standar pendidikan dapat pula dipergunakan oleh 
Institusi Pendidikan untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar 
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perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara 
berkelanjutan. Komponen standar  pendidikandokter meliputi isi, proses, 
kompetensi lulusan, tenaga  kependidikan, sarana dan prasarana, 
pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari 
masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan 
secara berencana dan  berkala  mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedokteran  (medical science  and  
technology), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran 
(medical education and technology) dan tuntutan masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan (public health needs and demands). Dalam 
penyusunan Standar Pendidikan Profesi Dokter diupayakan hal-hal berikut  
:91 
a. Hanya  mencakup  aspek-aspek  umum  dari  fakultas  
kedokteran  dan program pendidikan profesi dokter.   
b. Standar meliputi aspek-aspek sesuai dengan yang dinyatakan di 
dalam Undang- Undang  RI  No.  20  tahun  2003  tentang  
Sistem  Pendidikan Nasional Pasal  35 Ayat  (1) dan  (2). 
c. Situasi spesifik yang berbeda di setiap daerah maupun situasi 
umum di tingkat nasional dipertimbangkan.  
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Pasal 26, UU RI No. 29  tahun 2004  tentang Praktik Kedokteran  
:
92
 
1. Standar pendidikan profesi kedokteran disahkan oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia.   
2. Standar pendidikan profesi kedokteran  :  
a. Untuk pendidikan profesi dokter disusun oleh asosiasi 
institusi pendidikan kedokteran  
b. Untuk pendidikan profesi dokter spesialis disusun oleh 
kolegium kedokteran. 
3. Asosiasi  institusi pendidikan kedokteran dalam menyusun 
standar pendidikan berkoordinasi  dengan  organisasi  profesi,  
kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen 
Pendidikan Nasonal dan Departemen Kesehatan.  
4. Kolegium kedokteran dalam menyusun standar pendidikan 
profesi berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi 
institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi  
rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan 
Departemen Kesehatan.  
5. Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 29 
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan 
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bahwastandar umum pendidikan profesi dokter dan dokter gigi 
adalah standar yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional.   
Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen 
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 
pendidikan nasional. Dengan demikian, apabila setiap komponen 
pendidikan yang  terkait dengan pendidikan dokter mempunyai standar 
yang sama maka  dokter yang dihasilkan akan dijamin mempunyai mutu 
yang sama pula. Sesuai dengan Undang-Undang RINo. 29 tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran Pasal 27 bahwa pendidikan dan pelatihan 
kedokteran, untuk memberikan kompetensi kepada dokter, dilaksanakan 
sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran, maka perlu disusun 
Standar Pendidikan Profesi Dokter.93 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yaitu di Kota Makassar dengan dasar bahwa 
kebanyakan mahasiswa pendidikan profesi dalam hal ini dokter muda 
melaksanakan kegiatan pembelajarannya di rumah sakit yang tersebar di 
wilayah Kota Makassar, selain itu, Universitas yang membina Fakultas 
Kedokteran juga lokasinya berada di Kota Makassar sehingga 
memudahkan dalam penelitian dan pengambilan data. Adapun tempat 
dimana akan diadakan penelitian adalah pada Rumah Sakit: 
a. Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar karena 
merupakan rumah sakit pendidikan utama para mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan perguruan 
tinggi lainnya. 
b. Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar karena merupakan rumah 
sakit pendidikan utama sebagai tempat belajar mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dan 
perguruan tinggi lainnya 
c. Rumah Sakit Pelamonia Makassar sebagai rumah sakit 
pendidikan utama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadyah Makassar dan perguruan tinggi lainnya. 
Selain itu penelitian akan diadaka pada Universitas: 
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b. Universitas Hasanuddin karena merupakan Universitas yang 
membina mahasiswa Fakultas Kedokteran sebagai objek yang 
di akan teliti 
c. Universitas Muslim Indonesia karena merupakan Universitas 
yang membina mahasiswa Fakultas Kedokteran sebagai objek 
yang di akan teliti. 
d. Universitas Muhammadiyyah Makassar karena merupakan 
Universitas yang membina mahasiswa Fakultas Kedokteran 
sebagai objek yang di akan teliti. 
B. Populasi Dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan Fakultas Kedokteran 
pada masing-masing perguruan tinggi dalam hal ini dekan, pimpinan 
rumah sakit dalam hal ini direktur masing-masing rumah sakit, beberapa 
dokter ahli sebagai supervisor yang bekerja di rumah sakit, para residen 
yang bertugas membimbing dokter muda selama belajar di rumah sakit, 
serta dokter muda itu sendiri yang jumlahnya puluhan hingga ratusan dan 
berganti pada beberapa siklus bagian dan rumah sakit. 
 Oleh karena jumlah responden yang akan di teliti terlalu banyak 
dimana dokter muda pada setiap spesialisasi jumlahnya diatas 25 orang 
pada masing-masing rumah sakit, maka akan diambil beberapa sampel 
yang dianggap paling relevan dengan objek penelitian dengan lebih 
memfokuskan pada bagian bedah, interna, atau kandungan yang 
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dianggap merupakan pelayanan medis berat dan memiliki resiko tinggi. 
Diantara sampel itu antaralain masing-masing  
1.  5 (lima) orang mahasiswa pendidikan profesi dokter Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar 
2. 5 (lima) orang mahasiswa pendidikan profesi Fakultas Kedokteran 
Universitas Muslim Indonesia Makassar 
3. 5 (lima) orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadyah Makassar 
4.  1 (satu) orang supervisor dan atau residen dari Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar 
,5.  1 (satu) orang supervisor dan atau residen dari Fakultas 
Kedoktean Universitas Muslim Indonesia Makassar 
6. 1 (satu) orang supervisor dan atau residen Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadyah Makassar 
7.  1 (satu) orang Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo 
Makassar 
8. 1 (satu) orang Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 
9.  1 (satu) orang Direktur Rumah Sakit Pelamonia Makassar 
10. 1 (satu) orang Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
Makassar 
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11. 1 (satu) orang Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim 
Indonesia Makassar 
12. 1 (satu) orang Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Makassar 
C. Jenis dan Sumber Data 
Dalam pengumpulan data ini, jenis dan sumber data yang diperoleh 
antaralain: 
a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama 
terjadinya objek penelitian untuk penulisan skripsi yaitu data 
yang disampaikan oleh pihak Dokter Muda atau Co-Ass, 
Supervisor, Pihak Rumah Sakit, dan termasuk pihak 
Universitas. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai MOU 
antara pihak rumah sakit dengan Universitas, artikel dari hasil 
penelitian, aturan tata tertib pelaksanaan pendidikan profesi 
kedokteran, dan data dari internet yang berkaitan dengan objek 
penelitian. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data untuk mendukung kegiatan penulisan skripsi 
akan dilaksanakan dengan beberapa teknik atau metode antara lain: 
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1. Melakukan penelitian lansung ke lapangan dengan mempelajari 
kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang 
menjadi obyek penelitian 
2. Melakukan kegiatan wawancara kepada pihak-pihak yang 
dianggap terkait dengan objek penulisan dan termasuk objek 
penulisan itu sendiri misalkan kepada pihak Universitas dalam 
hal ini pihak Fakultas Kedokteran, pihak Rumah Sakit 
khususnya yang berkaitan dengan aktivitas Dokter Muda itu 
sendiri,pihak pasien yang merupakan objek kerja Dokter Muda 
itu sendiri, dan termasuk kepada Pihak Dokter Muda itu sendiri.  
E. Analisis Data 
Dari berbagai data primer maupun sekunder yang diperoleh diteliti 
dan dianalisa serta dipilah dengan berdasar pada analisa kualitatif guna 
mendapatkan hasil yang maksimal dimana data yang diperoleh dari 
berbagai responden dan sumber lainnya akan dikaji dan dideskripsikan ke 
dalam bentuk penulisan dengan menjelaskan dan mengurai secara 
keseluruhan hasil penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan objek 
penulisan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hubungan Hukum antara Dokter Muda (Co-Ass) dengan Dokter, 
Rumah Sakit, dan Universitas 
1. Hubungan Hukum Dokter Muda dengan Dokter (Supervisor) 
Pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang Praktik 
Kedokteran No 29 Tahun 2004, dokter muda dalam melaksanakan 
kegiatan praktik pembelajarannya di rumah sakit belum menggunakan 
supervisor sebagai pendamping dan penanggungjawab dilaksanakannya 
pendidikan profesi pada saat itu. Dokter muda pada saat itu telah 
dianggap cakap untuk melakukan kegiatan penanganan terhadap pasien 
secara mandiri dan oleh pasien telah dianggap sebagai seorang dokter 
yang diperbolehkan untuk melakukan pelayanan kesehatan di rumah 
sakit.94 
Dokter muda pada masa itu dalam melakukan kegiatannya, harus 
mendapatkan izin dari menteri untuk boleh melakukan penanganan 
kesehatan dan izi tersebut ada tanpa melakukan proses pendidikan 
profesi dokter sebagaimana yang dilakukan setelah disahkannya Undang-
Undang Praktik Kedokteran tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalamUndang-Undang No 6 tahun 1963 tentang Tenaga 
Kesehatan Pasal 3 bahwa: 
                                                             
94 Wawancara : dr. Cahyono Kaelan, PhD.SpPA(K),SpS, RS Ibnu Sina Makassar, a.n Dir.RS Ibnu 
Sina.Wadir Pendidikan dan SDM, Pada: Rabu, 4 Maret 2014.   
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Syarat untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter / dokter-gigi ialah:  
a. Yang bersangkutan memiliki ijazah dokter / dokter-gigi menurut  
peraturan yang berlaku;  
b. Yang bersangkutan memiliki ijazah dokter / dokter-gigi diluar negeri 
yang sederajat dengan Universitas Negara menurut peraturan yang 
berlaku. 
Keterangan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan dokter muda 
pada saat itu tidak terbatas pada instruksi dan pengawasan dari 
supervisor akan tetapi secara mandiri memberikan pelayanan kesehatan 
sesuai dengan kompetensinya yaitu kedokteran umum. Dimana dokter 
muda yang penyebutannya pada saat itu sebagai sarjana muda hanya 
berwenang melakukan pelayanan kesehatan sesuai materi yang di terima 
dan pengalamannya selama belajar di jenjang sarjana. 
Dalam hal hubungan hukum antara dokter muda dengan dokter, 
dokter baik itu dokter ahli sebagai supervisor maupun dokter umum yang 
juga merupakan residen tidak memberikan perjanjian khusus maupun 
perjanjian lanjutan kepada dokter muda terkait kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakannya di rumah sakit.  
Semua aturan terkait pelaksanaan pendidikan profesi diatur dalam 
aturan akademik yang dalam hal ini aturan Universitas, dan aturan umum 
terkait rumah sakit dan ketertibannya. Tidak ada aturan lanjutan yang 
secara tertulis khusus di atur oleh residen maupun supervisor kepada 
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dokter muda terkait pelaksanaan pembelajarannya. Semua interaksi atau 
kegiatan dokter muda hanya berdasarkan instruksi dan petunjuk dari 
residen maupun supervisor.95 
Dokter yang dalam posisinya sebagai pendamping para dokter 
muda hanya memfasilitasi dan membimbing proses belajar mahasiswa 
tersebut untuk lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta 
keterampilannya terkait kompetensi dokter umum dan tidak membuatkan 
aturan mengikat baik oleh dokter muda itu sendiri begitu pula dengan 
residen dan supervisor. Kegiatan pelayanan kesehatan seharusnya 
sepenuhnya dilaksanakan oleh dokter yang telah melalui proses 
pendidikan dan sesuai dengan kompetensinya yang ditandai dengan 
adanya STR dan SIP.  
Mahasiswa pendidikan profesi adalah mahasiswa S1 kedokteran 
yang telah dinyatakan lulus dengan predikat sarjana dan berada dibawah 
bimbingan supervisor dan residen, residen itu sendiri merupakan dokter 
umum yang telah lulus pendidikan profesi dokter dan melanjutkannya ke 
tingkat pendidikan spesialis untuk menjadi dokter spesialis yang berada 
dibawah bimbingan supervisor. Jadi secara umum, residen dan dokter 
muda adalah mereka yang berada dibawah bimbingan supervisor, 
sehingga secara hukum, supervisor dapat dimintai pertanggungjawaban 
terkait proses pembelajaran dokter muda maupun residen. 
                                                             
95ibid 
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran Pasal 24  
Ayat (1) mengatur bahwa: Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di rumah 
sakit pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan jejaringnya, dalam 
melaksanakan tugas pendidikannya dapat memberikan pembimbingan/ 
pelaksanaan/pengawasan kepada peserta pendidikan kedokteran atau 
kedokteran gigi untuk melakukan pelayanan kedokteran kepada pasien.  
Ayat (2) mengatur bahwa: Pelaksanaan pelayanan kedokteran kepada 
pasien oleh peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan 
dan tanggung jawab pembimbing.     
2. Hubungan Hukum Dokter Muda dengan Rumah Sakit 
Pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang No 29 tahun 
2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter muda dalam melaksanakan 
kegiatan pendidikan profesinya tidak didampingi oleh seorang residen 
ataupun supervisor. Bahkan dokter muda yang merupakan sarjana 
kedokteran dan belum dinyatakan selesai dalam pendidikan profesi sudah 
dianggap sebagai dokter yang boleh melaksanakan pelayanan kesehatan 
bahkan mengambil keputusan tindakan penanganan secara mandiri. Akan 
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tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Praktik Kedokteran No.29 
tahun 2004, hal itu tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan.
96
 
Hal ini sesuai dengan dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 
trntang Praktik Kedokteran Pasal 29 Ayat (1) bahwa: Setiap dokter dan 
dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki 
surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. 
Dokter muda pada masa itu dalam praktiknya melayani kegiatan 
pasien di rumah sakit sudah bebas untuk melakukan diagnosa dan 
mengambil keputusan penanganan kesehatan secara mandiri tanpa harus 
adanya persetujuan. Sehingga pada akhirnya Undang-Undang Praktik 
Kedokteran disahkan guna membatasi wewenang dokter muda dalam 
menangani pasien dimana dokter muda harus menempuh pendidikan 
profesi sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin praktik untuk 
melakukan kegiatan praktik kedoteran baik di rumah sakit maupun praktik 
mandiri. 
Mahasiswa pendidikan profesi dalam kedudukannya belum memiliki 
Surat Tanda Registrasi (STR) yang diperoleh dari Konsil Kedokteran 
Indonesia (KKI) dimana untuk bisa mendapatkan STR maupun Surat izin 
Praktik (SIP) dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat, 
seorang harus melalui pendidikan profesi dokter dibawah bimbingan 
dokter dan dokter ahli, selanjutnya akan diadakan ujian kompetensi dokter 
                                                             
96Wawancara : dr. Cahyono Kaelan, PhD.SpPA(K),SpS, RS Ibnu Sina Makassar, SupervisorI, Pada: 
Rabu, 12 Februari 2014.   
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untuk dinyatakan apakah layak mendapatkan STR atau tidak, dan jika 
dalam ujian tersebut dinyatakan layak, maka akan diadakan internship 
dan setelah selesai, maka akan dikeluarkanlah SIP sebagai bukti bahwa 
yang bersangkutan dapat melaksanakan praktik kedokteran.97 
Pendidikan profesi dokter yang dilaksanakan oleh dokter muda 
untuk meraih gelar sebagai dokter sangat penting untuk memperdalam 
pengetahuan dan skill bagi dokter muda yang pada akhirnya nanti akan 
melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri dalam masyarakat. Hal 
ini mengingat profesi dokter yang mengandung resiko tinggi terhadap 
keselamatan pasien sehingga membutuhkan pengetahuan yang baik 
untuk bisa melakukan penanganan lansung terhadap pasien.98 
Setiap sarjana kedokteran yang ingin melanjutkan menjadi seorang 
dokter wajib mengikuti pendidikan profesi dokter untuk kemudian 
mendapatkan gelar sebagai seorang dokter. Selanjutnya kemudian 
mengadakan internsip untuk medapatkan izin praktik untuk melakukan 
pelayanan secara mandiri ke masyarakat. Tidak akan bisa seorang untuk 
menjadi dokter tanpa melalui pendidikan profesi dokter.99 
Dari keterangan diatas jelas menggambarkan bahwa seorang 
sarjana kedokteran tidak bisa menjadi dokter yang dapat melakukan 
pelayanan kesehatan terhadap pasien tanpa melalui jenjang pendidikan 
profesi. Dengan demikian, konsekuensi bagi yang tidak mengikuti proses 
                                                             
97 ibid 
98
 ibid 
99 ibid 
 78 
 
pendidikan profesi tidak akan boleh melakukan kegiatan pelayanan 
kesehatan secara mandiri karena dianggap kemampuan dan 
keterampilannya di bidang kedokteran belum cukup untuk melakukan 
pelayanan kesehatan. Berdasarkan wawancara dan penelitian yang 
dilakukan, tidak ada sanksi bagi sarjana kedokteran jika tidak melanjutkan 
ke pendidikan profesi karena hanya merupakan pilihan bagi mahasiswa 
yang bersangkutan apakah ingin melanjutkan ke pendidikan profesi atau 
tidak. 
Perlunya pendidikan profesi diadakan di rumah sakit melalui 
kerjasama pihak Universitas dengan rumah sakit mengingat pelayanan 
kesehatan hanya dilaksanakan di rumah sakit dan Universitas dalam hal 
ini di lingkungan kampus tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana yang di miliki di rumah sakit. Hal inilah yang menjadikan 
pentingnya dilaksanakan pendidikan profesi di rumah sakit yang diadakan 
dengan melakukan perjanjian kerjasama. Universitas wajib melakukan 
kerjasama itu guna menempatkan mahasiswanya melakukan pendidikan 
profesi guna memperdalam pemahaman mahasiswannya tersebut 
sebagai bagian yang harus dijalani dokter muda untuk menjadi seorang 
dokter.100 
Dalam MOU antara Universitas Muhammadiyah Makassar dengan 
Rumah Sakit Pelamonia  tentang Kerjasama Kelembagaan 
                                                             
100
 Wawancara : dr. Ummu Kalzum, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyyah Makassar 
(Unismuh), Wakil Dekan I, Pada: Senin, 25 November 2013. 
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Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pendidikan, Penelitian 
Dan Pengabdian Masyarakat Pasal 4 Ayat : 
1). Hak-hak pihak pertama 
a).   Pihak pertama berhak menggunakan fasilitas, sarana dan 
prasarana di lingkungan rumah sakit TK. II 07.05.01 
Pelamonia yang di tentukan dan di siapkan oleh pihak 
kedua . 
b).  Pihak pertama berhak memperoleh bantuan personil yang 
ditentukan dan disiapkan oleh pihak kedua untuk 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
2). Hak-hak pihak kedua 
a).  Pihak kedua berhak mengajukan pengadaan sarana dan 
prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama 
ini. 
b). Pihak kedua berhak menggunakan fasilitas, sarana dan 
prasarana pendidikan di lingkungan rumah sakit Pelamonia 
yang disediakan oleh pihak pertama untuk mendukung 
tugas pelayanan kesehatan dan penelitian dengan 
sepengetahuan pihak pertama. 
Pasal 7 mengenai Sanksi mengatur bahwa: Apabila masing-masing 
pihak tidak menepati / mematuhi ketentuan yang telah dibuat dalam 
perjanjian ini atau salah satu pihak tidak tidak menepati kewajibannya 
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maka kedua belah pihak sepakat untuk melaporkan ke atasannya untuk 
mendapatkan keputusan tentang kelanjutan kerjasama ini. 
Perlunya melakukan kerjasama dengan rumah sakit dalam 
pelaksanaan pendidikan profesi kedoteran merupakan syarat yang harus 
dipenuhi oleh masing-masing perguruan tinggi yang membina fakultas 
kedokteran. Hal ini untuk mengakomodasi mahasiswa sarjana kedokteran 
yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang profesi dan juga telah 
diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran Pasal 6 Ayat (3) bahwa:  
Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi 
syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
a.  memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan 
ketentuan   Peraturan Perundang- undangan;  
b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;  
c. memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, 
laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium 
kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat; dan  
d. memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang 
bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana 
Pendidikan Kedokteran.  
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Dari ketentuan diatas jelas bahwa setiap Universitas yang membina 
Fakultas Kedokteran wajib melakukan kerjasama dengan rumah sakit 
dalam hal penempatan mahasiswa pendidikan profesi selain itu, 
mengingat bahwa dokter muda yang melakukan kegiatan belajar di rumah 
sakit bukan merupakan pegawai rumah sakit maka dalam perjanjian 
tersebut memperjelas aturan tentang wewenang dan tanggungjawab para 
pihak sehingga kedudukan dokter muda di rumah sakit menjadi jelas dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam fungsinya sebagai penanggungjawab bagi dokter muda, 
supervisor tentunya bekarja berdasarkan pendelegasian atau pemberian 
mandat dari kepala bagian spesialisasi sebagai penanggungjawab 
ruangan dan bagian guna mendampingi dokter muda dan 
membimbingnnya dalam melaksanakan proses belajar. Tidak semua 
dokter yang berada pada bagian tersebut bertanggungjawab dalam 
mendampingi kegiatan dokter muda melainkan hanya mereka yang 
ditunjuk dan disahkan dengan surat mandat.101 
Dokter muda selama di rumah sakit hanya melakukan hubungan 
kerjasama dan proses belajar dengan supervisor yang ditunjuk dan tidak 
memiliki hubungan hukum dengan dokter lainnya yang berada di rumah 
sakit. Dokter lainnya yang berada di rumah sakit tidak memiliki 
                                                             
101 Wawancara : dr. Cahyono Kaelan, PhD.SpPA(K),SpS, RS Ibnu Sina Makassar, a.n Dir.RS Ibnu 
Sina.Wadir Pendidikan dan SDM, Pada: Rabu, 4 Maret 2014.   
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kewenangan untuk memberikan instruksi melakukan pelayanan terhadap 
pasien kecuali oleh residen berasarkan persetujuan supervisor. 
Supervisor dalam kedudukannya selain sebagai seorang dokter ahli 
di rumah sakit, juga merupakan dosen pendidik di Univesitas dalam hal ini 
Fakultas Kedokteran yang banyak memberikan bimbingan kepada 
mahasiswa kedokteran dan juga sebagai dosen penguji bagi mahasiswa 
pendidikan profesi pada akhir masa pendidikannya pada masing-masing 
bagian spesialisasi. 
Terdapat pula beberapa dokter ahli yang bukan merupakan dosen 
pengajar di Universitas manapun termasuk di Universitas dimana 
mahasiswa pendidikan profesi itu berasal. Mereka ditunjuk sebagai 
supervisor karena keahliannya pada bidang tersebut dan merupakan 
dokter ahli yang membina spesialisasi atau keahlian tersebut di rumah 
sakit. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang N0 20 Tahun 2013 Pasal 
21 Ayat (1) bahwa: Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah 
Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran.  
Untuk dokter ahli yang bukan merupakan dosen pada Universitas 
Muhammadiyah Makassar, maka RS Pelamonia Makassar 
merekomendasikan dokter yang dimaksud untuk dijadikan supervisor, 
kemudian diadakan pemberian materi terkait kompetensi pendidikan 
kedokteran yang ingin di terapkan kepada mahasiswa pendidikan profesi, 
selanjutnya dikeluarkan surat keputusan Rektor yang menjadi bukti 
legitimasi bahwa dokter yang dimaksud adalah sebagai dokter yang 
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membimbing mahasiswa pendidikan profesi selama melaksanakan proses 
belajarnya di rumah sakit.
102
 
Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran Pasal 18 Ayat (1) mengatur bahwa: Untuk pembelajaran klinik 
dan pembelajaran komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat 
dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dosen. 
Ayat (3) mengatur bahwa: Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran 
Gigi yang mengirim mahasiswa program dokter layanan primer, dokter 
spesialis-subspesialis,  dan program dokter gigi spesialis-subspesialis 
bertanggung jawab melakukan supervisi dan pembinaan bagi mahasiswa 
program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis,  dan 
program dokter gigi spesialis-subspesialis yang melaksanakan pelayanan 
di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan. 
Aturan ini jelas memperbolehkan mahasiswa pendidikan profesi 
dokter untuk terlibat lansung dalam proses pelayanan kesehatan yang 
dilakukan di rumah sakit melalui pendampingan dan arahan dari dokter 
pembimbingnya dalam hal ini supervisor. Disamping itu, jelas pula bahwa 
institusi pendidikan kedokteran yang mengirim mahasiswanya untuk 
program pendidikan profesi tersebut wajib memberikan pendampingan 
atau supervisi untuk membina dan mengarahkan proses belajar yang 
dilaksanakannya selama berada di rumah sakit.   
                                                             
102
Wawancara : dr. Ummu Kalzum, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyyah Makassar 
(Unismuh), Wakil Dekan I, Pada: Senin, 25 November 2013. 
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Dokter muda tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan 
pelayanan yang sifatnya bersentuhan lansung dengan pasien dengan 
dasar bahwa dokter muda secara Undang-Undang dengan berdasar pada 
Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa 
yang belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP) tidak diperbolehkan 
melakukan kegiatan pelayanan kesehatan akan tetapi hanya 
mendampingi dan melihat apa-apa yang dilaksanakan oleh dokter 
terhadap pasiennya.103 
Keterangan ini tentunya berbeda dengan kenyataan di lapangan 
dan beberapa keterangan dari supervisor dimana dalam praktiknya dokter 
muda dilibatkan atas dasar proses pembelajaran untuk melakukan 
lansung pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan pengawalan dan 
arahan yang ketat dari supervisor dan residen. Dalam hal ini pula 
beberapa keterangan supervisor menjelaskan bahwa dokter muda tidak 
akan bisa untuk melakukan penanganan terhadap pasien sekalipun telah 
memiliki SIP jika dalam masa pendidikan profesinya tidak dibiasakan 
untuk bersentuhan lansung dengan pasien sekalipun dengan 
kewenangannya yang sangat terbatas berdasarkan persetujuan 
supervisor. 
 
 
                                                             
103 Wawancara : dr. Heru B, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Komite Medik, Pada: Kamis, 6 
Maret 2014. 
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3. Hubungan Hukum Dokter Muda dengan Universitas 
Dokter muda sebagai seorang mahasiswa aktif yang terdaftar pada 
Universitas yang membina Fakultas Kedokteran tentunya memiliki 
hubungan hukum antara dokter muda itu sendiri dengan Universitasnya, 
Rumah Sakit, termasuk dokter yang menjadi pendamping dan 
pembimbingnya selama menjalankan kegiatan pendidikan profesinya. 
Dokter muda sebagai mahasiswa pada masing-masing Universitas 
diberikan surat pengantar ke rumah sakit dimana mereka akan 
ditempatkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikannya. Akan tetapi, 
sebelum di kirim ke rumah sakit, terlebih dahulu mahasiswa tersebut harus 
menjalani kegiatan pembekalan pada fakultasnya dengan memberikan 
materi pengulangan singkat terkait apa yang telah mereka pelajari selama 
masa S1 dan materi disiplin pelayanan kesehatan dan disiplin mahasiswa. 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 
tentunya bertanggungjawab kepada mahasiswa terkait kegiatan belajar 
mereka baik itu di lingkungan Universitas, maupun pada lingkungan 
rumah sakit dimana mereka melaksanakan pendidikan profesinya sebagai 
seorang mahasiswa Co-Ass. Mereka adalah mahasiswa kami, dan kami 
wajib membimbing mereka dan bertanggungjawab terhadap semua 
aktivitas bimbingan kami selama mereka belajar, kecuali hal itu dilakukan 
tidak sesuai dengan ketentuan aturan dan konsep pembelajaran.104 
                                                             
104 ibid 
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Dalam hal ini fakultas bertanggungjawab secara kelembagaan 
terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan baik itu di lingkungan 
fakultas, maupun di lingkungan rumah sakit dengan artian bawah selama 
kegiatan yang dilaksanakannya merupakan kegiatan kemahasiswaan 
maka tentunya fakultas bertanggungjawab bilamana ada kesalahan 
maupun kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. 
Universitas harus bertanggungjawab terhadap proses belajar yang 
dilaksanakan oleh mahasiswanya selama itu tidak melanggar aturan 
kampus dan masih berada dalam koridor konsep pembelajaran yang 
ditetapkan oleh pihak Universitas.  
Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran, Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap mahasiswa berhak: (a). 
memperoleh pelindungan hukum dalam mengikuti proses belajar 
mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau  Fakultas Kedokteran Gigi 
maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran; 
Hal ini menegaskan bahwa mahasiswa yang melakukan kegiatan 
pembelajaran di instansi yang di tunjuk, mendapatkan perlindungan 
hukum dari pihak Universitas dalam hal ini Fakultas Kedoteran. 
Universitas tidak boleh begitu saja lepas tangan terkait tanggungjawabnya 
untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang 
melakukan proses belajar baik di fakultas maupun di rumah sakit. 
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Dalam melaksanakan proses pendidikan profesi kedokteran, 
perguruan tinggi bekerjasama dengan beberapa rumah sakit pendidikan 
utama untuk menempatkan mahasiswa pendidikan profesinya misalnnya 
Universitas Muhammadiyah Makassar dengan RS Pelamonia Makassar, 
Universitas Muslim Indonesia dengan RS Ibnu Sina Makassar, Universitas 
Hasanuddin dengan RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. 
Undang-Undang No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan 
Kedokteran, Pasal 5 Ayat (1) Bahwa: Pendidikan Kedokteran 
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Ayat: (2) Perguruan tinggi dalam 
menyelenggarakan pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana 
Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan organisasi profesi. 
Mahasiswa pendidikan profesi kedokteran tidak dibenarkan secara 
serta-merta melakukan kegiatan pembelajaran di rumah sakit tanpa 
adanya perjanjian yang mengikat antara Universitas dengan rumah sakit 
untuk menempatkan mahasiswanya melakukan kegiatan belajar di 
lingkungan rumah sakit. Perjanjian ini akan mempertegas status 
mahasiswa sebagai peserta didik yang menempuh proses belajar dalam 
jenjang pendidikan profesi dokter di rumah sakit. 
Undang-Undang No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan 
Kedokteran, Pasal 40 Ayat (1) mengatur bahwa: Fakultas Kedokteran dan 
Fakultas Kedokteran Gigi hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) 
Rumah Sakit Pendidikan Utama. Kemudian pada Ayat (2) mengatur 
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bahwa: Dalam hal menyelenggarakan program dokter layanan primer, 
dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, 
Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama 
paling banyak dengan 2 (dua) Rumah Sakit Pendidikan Utama.  
 Universitas Muhammadiyah Makassar dalam hal ini Fakultas 
Kedokteran menjalin kerjasama secara kelembagaan dengan Rumah 
Sakit Pelamonia Makassar sebagai rumah sakit pendidikan utama guna 
menempatkan mahasiswa pendidikan profesinya menimba ilmu dan 
pengalaman terkait pelayanan kesehatan yang sifatnya langsung 
berhadapan bahkan turut dalam penanganan pasien dengan bimbingan 
dan arahan dari supervisornya. 
Dalam perjanjian kerjasama itu, dibentuk MOU antara Universitas 
Muhammadiyah Makassar dengan Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia 
kesdam VII/WRB tentang Kerjasama Kelembagaan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
Masyarakat. Kemudian di bentuk perjanjian lanjutan yaitu Prjanjian 
Kerjasama Operasional Antara Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia 
kesdam VII/WRB dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 
Ayat (1) Rumah Sakit Mempunyai Kewajiban: Poin b. memberi pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan 
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan 
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Rumah Sakit. Poin s. melindungi  dan memberikan bantuan hukum  bagi 
semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas. 
Rumah sakit dalam pelayanannya, wajib mengutamakan 
kepentingan pasien dalam tindakan pelayanan kesehatannya. Rumah 
sakit tidak dibenarkan menjadikan pasien sebagai ajang coba-coba dalam 
memberikan pelayanan kesehatan yang beresiko akan merugikan pasien. 
Selain itu, rumah sakit juga wajib memberikan perlindungan hukum 
kepada semua petugasnya dan bertanggungjawab terkait semua kegiatan 
yang dilaksanakan di lingkungan rumah sakit termasuk pelayanan medik 
yang dilakukan oleh dokter. 
Dokter muda sangat jelas bukan merupakan pegawai di rumah 
sakit akan tetapi secara fungsi, mereka ikut dilibatkan dalam hal 
penanganan terhadap pasien di rumah sakit. Dokter muda dalam 
melaksanakan kegiatannya dibawah bimbingan dan arahan dari pihak 
supervisor yang menbina bagian dimana mahasiswa itu ditempatkan 
sehingga ketika terjadi kesalahan, tentunya tetap yang bertanggungjawab 
adalah supervisornya.105  
Hubungan antara dokter ahli sebagai supervisor bagi dokter muda 
dan residen yaitu bahwa dokter muda termasuk juga residen perannya 
hanya membantu dokter ahli dalam melaksanakan tugasnya melakukan 
penanganan pelayanan kesehatan terhadap pasien sehingga dokter muda 
                                                             
105 Wawancara : dr. Cahyono Kaelan, PhD.SpPA(K),SpS, RS Ibnu Sina Makassar, SupervisorI, Pada: 
Rabu, 12 Februari 2014.   
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tersebut merupakan orang yang dilimpahkan tanggungjawab dari 
supervisornya akan tetapi hanya berupa instruksi dan arahan tanpa 
adanya proses perjanjian tertulis yang bersifat mengikat dan sebagai bukti 
bahwa supervisor memberikan kuasanya untuk hal tertentu dalam bagian 
penanganan pelayanan medis di rumah sakit. 
Selama ini belum pernah ada kasus kesalahan dokter muda yang 
terjadi di rumah sakit Ibnu Sina Makassar. Dokter dan dokter ahli seketat 
mungkin melakukan pengawasan terkait pelaksanaan penanganan 
kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pasien. Dokter muda 
tidak dibenarkan sama sekali untuk mengambil tindakan medis kecuali 
atas instruksi dokter atau dokter ahli. Kesalahan yang ada hanya terkait 
tata tertib pelaksanaan pendidikan misalnya terlambat datang, tugas 
terlambat masuk, dan hal itu dilaporkan dan diserahkan sepenuhnya 
kepada fakultas untuk menentukan mahasiswa yang di maksud.106 
Supervisor dalam pemberian kuasanya kepada dokter muda dalam 
menangani permaslahan pasien tidak serta merta hanya memberikan 
perintah dan tidak melakukan evaluasi terkait kuasa yang diberikannya 
terhadap mahasiswa dokter muda tersebut. Supervisor akan tetap 
melakukan pemantauan secara ketat guna menghindari terjadinya 
kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda tersebut dan dapat 
mengakibatkan kerugian terhadap pasien. akan tetapi dengan 
tanggungjawab dan pelayanan yang sangan banyak mengingat jumlah 
                                                             
106 ibid 
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pasien yang banyak pula, supervisor tentunya tidak selamanya dapat 
melakukan pemantauan terkait kegiatan mahasiswanya namun dalam hal 
ini, residen sebagai mahasiswa pendidikan dokter spesialis tentunya 
dapat memberikan bimbingan tersebut mengingat residen adalah dokter 
yang telah lulus uji kompetensi dan telah mendapatkan STR dan SIP 
sebagai bukti bahwa mereka bisa memberikan pendampingan terkait 
pembelajaran pada kompetensi kedokteran umum. 
Kegiatan dokter muda di rumah sakit sebenarnya merupakan 
kegiatan yang sifatnya belum diperbolehkan melakukan pelayanan medik  
terhadap pasien dimana dokter muda tidak memiliki kewenangan secara 
profesi maupun institusi untuk bersentuhan lansung dengan pasien 
apalagi melakukan tindakan penanganan pasien. Akan tetapi bagaimana 
mereka akan mejadi dokter yang handal nantinya jika tidak demikian. Oleh 
karenanya, atas dasar bahwa ini merupakan kegiatan pendidikan, maka 
dokter muda itu kemudian diberikan kesempatan dengan didampingi oleh 
dokter ahli sebagai supervisornya memberikan pelayanan kesehatan 
kepada pasien di Rumah Sakit Pelamonia Makassar.107  
Dari berbagai keterangan tersebut, maka secara keseluruhan 
penulis simpulkan bahwa hubungan hukum anrata dokter muda dengan 
dokter dalam hal ini residen dan supervisor tidak dalam bentuk perjanjian 
atau aturan khusus yang di buat atau disepakati oleh keduanya. Akan 
tetapi supervisor merupakan perpanjangan tangan pihak Universitas untuk 
                                                             
107
 Penjelasan : dr. Patra, RS Pelamonia Makassar, SupervisorI, Pada: Jumat, 3 Januari 2014.   
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melakukan bimbingan kepada mahasiswa yang bersangkutan selama 
melaksanakan kegiatannya di rumah sakit. 
Terlebih lagi bahwa kebanyakan dokter yang bekerja di rumah sakit 
merupakan dosen yang mengajar pada Fakultas Kedokteran dan untuk 
mereka yang bukan merupakan dosen, maka Universitas berdasarkan 
kerjasama secara institusi dengan rumah sakit boleh mengankat dokter 
tersebut sebagai dosen dan biasanya disebut dosen luar biasa sehingga 
dengan jelas bahwa hubungan hukum antara supervisor dengan dokter 
muda selayaknya hubungan antara dosen dan mahasiswannya yang 
olehnya supervisor dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi 
kesalahan, begitu pula Universitas pada tingkat institusi. 
Hubungan hukum antara dokter muda dengan rumah sakit itu di 
dasarkan pada perjanjian kerjasama antara Universitas dimana 
mahasiswa berasal dengan rumah sakit. Akan tetapi, dalam perjanjian 
kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Rumah 
Sakit Pelamonia Makassar tidak mengatur tentang ketentuan pihak mana 
yang akan bertanggungjawab bilamana terdapat kesalahan yang 
dilaksanakan oleh dokter muda dalam penanganannya terhadap pasien, 
keduanya hanya mengatur kewajiban pelaksanaan pendidikan serta 
instrumen pendukungnya. 
Berbeda dengan perjanjian antara Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin makassar dengan Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar sebagai rumah sakit pendidikan utama yang mengatur jelas 
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pihak mana yang akan bertanggungjawab terkait semua kegiatan dan 
pembelajaran yang dilaksanakan selama masa perjanjian berlaku. 
Perjanjian yang di tanda tangani oleh Dekan Fakultas Kedoketran 
Universitas Hasanuddin Makassar selaku Pihak Pertama dengan Direktur 
Utama BLU Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar selaku 
Pihak Kedua ini jelas mengatur pihak yang bertanggungjawab jika terjadi 
kesalahan dalam penanganan pasien oleh dokter muda. 
Dalam perjanjian Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
dengan Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo, Pasal 8 tentang 
Tanggungjawab dan Tanggung Gugat pada, Ayat (1) mengatur bahwa: 
Pihak Pertama melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Menteri 
Pendidikan Dan Kebudayaan serta Rektor Universitas Hasanuddin dan 
bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan Mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasanuddin menyangkut pendidikan dan 
penelitian sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini. 
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin bertanggungjawab 
sepenuhnya terkait bagaimana mereka mengelola bentuk pendidikan 
kedokteran yang diajarkan kepada para mahasiswanya. Bagaimana pun 
bentuk pembelajaran itu, termasuk dalam hal kegiatan penelitian dan 
sebagainya, selama itu merupakan bagian dari proses kegiatan belajar 
yang diatur dan ditetapkan oleh pihak Universitas maka tentunya 
Universitas yang bersangkutan harus bertanggungjawab untuk melindungi 
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mahasiswanya dan memberikan pelayanan advokasi dengan tidak lepas 
tangan dan penuh dengan rasa tanggungjawab. 
Dalam perjanjian Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
dengan Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo, Ayat 2 mengatur bahwa: 
Pihak Kedua melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri 
kesehatan dan bertanggungjawab atas pengelolaan BLU-RSWS, serta 
semua kegiatan dan tindakan di BLU-RSWS menyangkut pelayanan 
kesehatan. 
Perjanjian Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan 
Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo Ayat 3 mengatur bahwa: semua 
kegiatan dan tindakan di BLU menyangkut pendidikan dan penelitian yang 
menggunakan tenaga, sarana dan prasarana yang mempunyai dampak 
terhadap pelayanan dan anggaran harus dikonsultasikan lebih dahulu 
dengan Pihak Kedua dan menjadi tanggungjawab Pihak Pertama. 
Ketika kegiatan pembelajaran dilakukan di BLU dapat 
memungkinkan resiko kerugian terhadap pasien misalnya kesalahan 
pemberian obat yang memperparah kondisi kesehatan pasien, maka 
pihak Universitas tidak boleh memaksakan diri dan tidak berkoordinasi 
dengan rumah sakit untuk melanjutkan kegiatan pembelajarannya di 
rumah sakit tanpa mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan dalam 
bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Universitas 
terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk 
membahas dan mengambil langkah-langkah yang sifatnya strategis tanpa 
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merugikan pihak manapun utamanya pihak pasien. dalam hal ini kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan di rumah sakit tidak boleh mengganggu 
kegiatan pelayanan maksimal kepada pasien. 
Dalam perjanjian Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
dengan Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo, Ayat 4 mengatur bahwa: 
semua kegiatan dan tindakan di BLU menyangkut pendidikan dan 
penelitian yang menggunakan tenaga, sarana dan prasarana yang 
mempunyai dampak terhadap pendidikan dan penelitian dalam lingkup 
kerjasama ini harus dikonsultasikan lebih dahulu dengan Pihak Pertama. 
Perjanjian Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan 
Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo, Ayat 5 mengatur bahwa: bila 
terjadi masalah tindakan medis yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasanuddin, maka yang bertanggungjawab 
adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama. 
Dalam konteks pertanggungjawaban hukum keperdataan secara 
bersama-sama, tentunya antara pihak Universitas dan pihak rumah sakit 
melakukan kerjasama dan koordinasi untuk membahas bagaimana bentuk 
kesalahan yang terjadi, penyebabnya, dan bagaimana sikap yang 
dianggap strategis yang akan diambil untuk membahas bagaimana 
penyelesaian permasalahan yang ada. Pihak rumah sakit tidak boleh 
mengambil keputusan sendiri tanpa mengadakan koordinasi dengan pihak 
Universitas. 
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Jika kerugian pasien terkait kegiatan pelayanan medik yang 
dilakukan oleh dokter muda maka tentunya yang bertanggungjawab 
adalah pihak Fakultas Kedokteran. Dengan melakukan pendalaman kasus 
bekerjasama dengan pihak rumah sakit sehingga kemudian ketika 
permasalahan selesai dibahas dan di koordinasikan, maka pihak fakultas 
akan mengambil tindakan berupa pemberian sanksi yang sesuai terhadap 
mahasiswa yang bersangkutan.108 
Hal ini sangat jelas bahwa masing-masing memiliki tanggungjawab 
sesuai dengan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan secara hukum 
bilamana terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian 
terhadap pasien apabila terjadi tuntutan secara perdata yang diakibatkan 
oleh kesalahan tersebut. Sehingga meskipun tidak ada perjanjian khusus 
sebagai penegasan hubungan hukum yang dibuat antara Rumah Sakit 
Wahidin Sudirohusodo dengan mahasiswa dokter muda, maka tetap 
rumah sakit akan mempertanggungjawabkannya bersama-sama dengan 
Fakultas Kedokteran. 
Dokter muda sebelum di lanjutkan proses belajarnya di rumah sakit 
terlebih dahulu melalui ujian terkait materi keselamatan pasien untuk 
menentukan apakah dokter muda yang bersangkutan layak untuk 
melanjutkan kegiatan pendidikan profesinya di rumah sakit. Kemudian 
sebelum masuk pada bagian-bagian klinik misalnya bedah, interna, atau 
                                                             
108
 Wawancara : Prof. dr. Budu, Ph.D.,SpM(K)., M.MedEd, Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Akademik, Pada: Senin,26 Februari 2014.   
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kandungan akan diberikan materi tentang bagian itu terlebih dahulu oleh 
pihak dokter baik residen maupun supervisornya.
109
 
Ujian ini memberikan gambaran apakah dokter muda yang 
bersangkutan dapat diperhadapkan langsung dengan pasien untuk 
melakukan tindakan penanganan medis atau tidak. Mengingat resiko 
penanganan pasien yang akibatnya berkaitan dengan keselamatan dan 
kesehatan pasien bahkan termasuk nyawa pasien. dokter muda yang 
tidak lulus, tidak di izinkan melakukan kegiatan pelayana terhadap pasien 
karena akan menimbulkan resiko yang besar terjadinya kesalahan dalam 
penanganan pasien apalagi mahasiswa yang bersangkutan bukan tenaga 
terampil yang sudah mahir dalam menangani pasien akan tetapi mereka 
adalah orang yang sementara dalam tahap pembelajaran untuk 
melakukan penanganan terhadap pasien yang bersifat teknis. 
Selama proses pembelajaran di rumah sakit, dokter muda tidak 
diberikan surat perjanjian atau aturan-aturan lainnya selain pemahaman 
terkait tata tertib rumah sakit atau aturan umum di rumah sakit serta 
aturan-aturan terkait disiplin lainnya. Selebihnya dokter muda hanya 
mengikuti materi yang diberikan dan melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dan penanganan pasien dengan pendampingan residen 
atau supervisor.110 
                                                             
109Wawancara : Dian Astrini S.Ked, RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, Co-Ass, Pada: Senin, 10 
Februari 2014.    
110
 Wawancara : Eka Novryanti S.Ked, RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, Co-Ass, Pada: Senin, 
10 Februari 2014.   
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Berdasarkan keterangan ini, diketahui bahwa tidak ada perjanjian 
khusus atau aturan lanjutan yang dibuat atas nama rumah sakit dengan 
dokter muda itu sendiri dimana dokter muda hanya diwajibkan untuk 
mengikuti aturan umum rumah sakit yang berlaku sementara mereka jelas 
juga terlibat dalam kegiatan penangana pasien di rumah sakit. 
Dokter muda boleh melaksanakan hal yang bersifat teknis terhadap 
pasien misalkan tes darah, suntik, pengambilan darah, pembuatan resep, 
jahit, dan sebagainya berdasarkan kompetensi kedokteran umum dan 
berdasarkan arahan dan bimbingan dari residen atau supervisor. Selain 
itu juga termasuk pemasangan kateter, anamnesis, loepold, membantu 
proses melahirkan dan seterusnya. Semuanya atas perintah dokter dan 
tidak boleh melakukan tindakan sendiri tanpa instruksi dokter.111 
Beberapa tugas yang diberikan oleh supervisor kepada mahasiswa 
berdasarkan kompetensi dokter umum yaitu:112 
a. Pada bagian interna seperti ambil darah, tes darah, RT, EKG, 
Follow Up Pasien, Pembuatan resep. 
b. Pada bagian bedah yaitu: anamnesis, ambil darah, 
pemasangan kateter, MGT, jahit, Follow Up Pasien. 
c. Pada bagian kandungan yaitu: anamnesis, pemeriksaan fisik, 
leopold, pemeriksaan posisi janin, pemeriksaan letak janin, cek 
                                                                                                                                                                       
 
111 Wawancara : Moh.Akbar Esha Putra S.Ked, RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, Co-Ass, Pada: 
Senin, 10 Februari 2014.   
112
 Wawancara : Muh.Rizal S.Ked, RS Ibnu Sina Makassar, Co-Ass, Pada: Senin, 6 januari 2014.   
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pembukaan, pengambilan darah, pemasangan kateter, partus, 
kelahiran bayi, plasenta, dan penjahitan.   
Dari keterangan tersebut, jelas bahwa selama berada di lingkungan 
rumah sakit dokter muda terlibat dalam penanganan pasien sekalipun 
belum memiliki SIP sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah 
memenuhi dan lulus uji kompetensi yang dibutuhkan untuk memperoleh 
kewenangan dalam melaksanakan penanganan pasien secara lansung. 
Sangat jelas bahwa dalam proses belajarnya, mahasiswa 
pendidikan profesi dokter banyak melakukan kegiatan penanganan yang 
bersentuhan lansung dan bersifat teknis terhadap pasien. kegiatan ini 
tidak boleh dilakukan secara mandiri tanpa perintah dan arahan dari 
dokter pembimbing. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan dokter 
muda untuk lebih terampil dan lebih terlatih ketika nantinya akan 
melakukan penanganan secara mandiri terhadap pasien setelah melalui 
proses pendidikannya dan telah mendapatkan izin praktik dengan SIP. 
Semua kegiatan dokter muda atau (Co-Ass) yang berasal dari 
Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia di RS Ibnu Sina 
Makassar berada dibawah koordinasi CEU (Clinical Education Unit) yaitu 
unit yang didirikan atas kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas 
Muslim Indonesia dengan RS Inu Sina Makassar. Oleh karena itu jika 
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terjadi permasalahan semua diserahkan ke CEU untuk menentukan 
bagaimana proses penyelesaiannya.
113
 
Mahasiswa dokter muda yang berada di RS Ibnu Sina juga tidak 
diberikan perjanjian khusus yang disepakati antara pihak rumah sakit 
dengan dokter muda itu sendiri dan dokter muda hanya diberikan 
pemahaman terkait tata tertib rumah sakit dan aturan rumah sakit lainnya, 
selebihnya instruksi dari supervisor atau residen terkait apa yang boleh 
dan tidak boleh di laksanakan. Dokter muda tidak diberikan pemahaman 
terkait tanggungjawab hukum termasuk ketentuan saknksi secara hukum 
bilamana terjadi kesalahan dalam pelayanan di rumah sakit tapi hanya 
diwajibkan untuk mengikuti materi dan kegiatan pembelajaran selama di 
rumah sakit tersebut.114 
Jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh 
mahasiswa dokter muda  selama berada di rumah sakit biasanya di 
selesaikan oleh residen, dan jika berat biasanya diselesaikan oleh dokter 
ahli sebagai supervisor. Apabila lebih dari itu, maka akan di lanjutkan ke 
pihak rumah sakit dan Fakultas Kedokteran untuk mengambil keputusan 
dan tindakan. Sementara itu sanksi yang dijatuhkan kepada dokter muda 
yang melakukan kesalahan biasanya sanksi pengulangan siklus, 
penambahan siklus hingga sanksi skorsing.115 
                                                             
113 Wawancara : Hidayatullah S.Ked, RS Ibnu Sina Makassar, Co-Ass, Pada: Senin, 6 januari 2014.   
114 Wawancara : Ablisar S.Ked, RS Ibnu Sina Makassar, Co-Ass, Pada: Senin, 6 januari 2014.   
115
 Wawancara : Muh.Rizal S.Ked, RS Ibnu Sina Makassar, Co-Ass, Pada: Senin, 6 januari 2014.   
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Pelaksanaan pendidikan profesi dokter muda di rumah sakit akan 
menempuh beberapa bagian spesialisasi secara bergaintian dan pada 
setiap bagian tersebut, terdapat dokter ahli yang merupakan 
penanggungjawab bagian spesialisasi dan secara otomastis akan menjadi 
supervisor yang bertanggungjawab menangani dan mengawal proses 
belajar dokter muda pada bagian spesialisasi tersebut. Pada bagian itulah 
kemudian dokter muda akan dibina mulai dari pemberian materi, 
pengawalan dan pendampingan hingga evaluasi selama melaksanakan 
proses belajar di bagian tesebut. 
Dalam hal hubungan hukum antara dokter muda dengan rumah 
sakit, dijelaskan bahwa dokter muda hanya sebagai peserta didik dari 
perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan berupa magang di rumah 
sakit dengan aturan dan ketentuan yang mengatur tentang kegiatannya 
tersebut. Dokter muda bertanggungjawab pada kegiatan misalnya jaga 
pada malam hari, dan sebagainya sesuai jadwal yang telah diatur dengan 
memantau pasien dan melaporkannya kepada pembimbingnya dalam hal 
ini residen dan supervisor.116 
Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 
46 mengatur bahwa: Rumah sakit  bertanggungjawab secara hukum 
terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian  yang dilakukan 
oleh tenaga kesehatan di sumah sakit. Dalam hal tenaga kesehatan yang 
                                                             
116Wawancara : dr. Cahyono Kaelan, PhD.SpPA(K),SpS, RS Ibnu Sina Makassar, a.n Dir.RS Ibnu 
Sina.Wadir Pendidikan dan SDM, Pada: Rabu, 4 Maret 2014.   
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dimaksud, jelas bahwa dokter muda yang merupakan mahasiswa dan 
bukan merupakan tenaga kesehatan yang dilindungi secara hukum oleh 
rumah sakit secara lansung akan tetapi rumah sakit bertanggungjawab 
untuk supervisornya yang merupakan tenaga kesehatan yang bekerja 
pada rumah sakit.   
Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter muda 
adalah melalui supervisor, kepala bagian spesialisasi, atau SMF (Staf 
Medic Fungsional) yang dalam fungsinya mendidik dan mengawasi bagian 
pendidikan profesi dokter atau mahasiswa dokter muda yang berada di 
rumah sakit. Dalam hal mereka mendampingi, pada awal pendidikan 
dokter muda hanya mendampingi dan memantau kegiatan dokter, 
kemudian setelah dianggap paham dan mengetahui kegiatan dimaksud, 
maka dokter muda akan diberikan kesempatan untuk melakukan 
pelayanan kesehatan lansung kepada pasien dengan didampingi oleh 
supervisornya.117 
Secara individu, dokter muda tidak memiliki hubungan hukum 
dengan rumah sakit dimana tidak ada kesepakatan khusus yang dibuat 
antara dokter muda dengan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo 
Makassar akan tetapi secara institusi, ada hubungan hukum antara 
Universitas dengan rumah sakit berupa MOU yang disepakati dan 
disahkan secara bersama yang didalamnya mengatur terkait program 
pendidikan profesi dokter muda yang dilaksanakan di rumah sakit. 
                                                             
117
 Wawancara : dr. Cahyono Kaelan, PhD.SpPA(K),SpS, RS Ibnu Sina Makassar, a.n Dir.RS Ibnu 
Sina.Wadir Pendidikan dan SDM, Pada: Rabu, 4 Maret 2014.   
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Selanjutnya kemudian rumah sakit hanya mewajibkan bagi dokter muda 
untuk menghormati dan menaati aturan-aturan yang berlaku di Rumah 
Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar selama melakukan kegiatan 
belajarnya tersebut.118 
Kedudukan dokter muda di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo 
Makassar hanya sebagai peserta didik yang melakukan proses belajarnya 
dengan kewenangan yang sangat terbatas dimana semua kegiatannya 
harus berdasarkan arahan dan bimbingan dari supervisornya. Dokter 
muda tidak boleh dengan leluasa melakukan kegiatan di Rumah Sakit 
Wahidin Sudirohusodo Makassar tanpa melalui proses koordinasi dengan 
supervisor dan dalam statusnya sebagai mahasiswa tamu, maka olehnya 
diwajibkan untuk mengikuti segala aturan dan tata tertib yang berlaku di 
lingkungan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar.119 
Dari berbagai keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa antara rumah sakit dan dokter muda secara individu tidak memiliki 
perjanjian khusus yang mengatur tentang bagaimana bentuk 
tanggungjawab dokter muda jika terjadi kesalahan dalam pelayanan 
kesehatan yang di lakukannya. Dimana rumah sakit hanya sebagai 
wahana pendidikan berdasarkan Undang-Undang dan perjanjiannya 
dengan Fakultas Kedokteran untuk menerima mahasiswa pendidikan 
profesi dokter untuk melakukan kegiatannya di rumah sakit dengan tetap 
                                                             
118 Wawancara : dr. Heru B, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, Komite Medik, Pada: 
Kamis, 6 Maret 2014. 
119 ibid 
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diawasi oleh dokter atau supervisor yang juga merupaka dosen dan 
pembimbing yang ditunjuk oleh Fakultas Kedokteran. 
Dokter muda hanya sebagai peserta didik yang melakukan proses 
belajar di rumah sakit dan bukan merupakan pegawai apalagi dokter yang 
bekerja di rumah sakit dengan adanya SIP. Rumah sakit juga dalam 
fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan tidak bertanggungjawab 
dengan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak Universitas 
dalam hal ini Fakultas Kedokteran sementara status dokter muda adalah 
mahasiswa dibawah institusi Fakultas Kedokteran dan bertanggungjawab 
terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswanya sesuai dengan 
aturan pendidikan yang telah diatur oleh pihak Fakultas Kedokteran. 
Hubungan hukum antara dokter muda dan Universitas secara 
institusi tentunya Universitas bertanggungjawab terhadap kegiatan belajar 
mengajar bagi mahasiswanya baik itu dilaksanakan di dingkungan 
kampus maupun di luar kampus selama itu merupakan bagian proses 
belajar mengajar yang diprogramkan oleh pihak Universitas dalam hal ini 
Fakultas Kedokteran. Misalnya kegiatan belajar atau pendidikan profesi 
yang dilaksanakan di rumah sakit, dan lainnya. 
Setiap instansi perguruan tinggi yang membina Fakultas 
Kedokteran harusnya memiliki rumah sakit pendidikan utama dan jejaring 
yang menjadi lokasi proses belajar bagi mahasiswa kedokteran untuk 
memperdalam pengetahuannya sebelum terjun lansung secara mandiri 
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan. 
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Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menjalin kerjasama 
dengan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo sebagai rumah sakit 
pendidikan utama dalam menempatkan mahasiswanya untuk melakukan 
kegiatan pendidikan profesi dokter dan beberapa rumah sakit jejaring 
yang tersebar di wilayah Kota Makassar maupun di luar Makassar.120 
Dalam melaksanakan kerjasamanya, Fakultas kedokteran 
Universitas Hasanuddin dengan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo tidak 
membentuk suatu perjanjian lanjutan yang mengatur khusus terkait 
pelaksanaan pendidikan profesi, begitu juga dengan mahasiswa dokter 
muda itu sendiri. Hanya peraturan tambahan terkait aturan umum rumah 
sakit, biaya pendidikan, tata tertib, dan wajib lulus pelatihan keamanan 
pasien sebelum masuk dan memulai pendidikan profesinya.121 
Dalam hal kerjasama antara kedua instansi tersebut, dibentuk 
Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) sebagai badan yang dibentuk 
bersama untuk menangani permasalahan dan implementasi proses 
pembelajaran mahasiswa dokter muda termasuk membahas dan 
menengahi terkait kesalahan yang terjadi sebelum diserahkan ke rumah 
sakit dan Universitas.  
Kedudukan dokter muda pada Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin tentunya merupakan mahasiswa penuh dan mahasiswa yang 
bersangkutan merupakan bagian dari tanggungjawab pihak fakultas terkait 
                                                             
120 Wawancara : Prof. dr. Budu, Ph.D.,SpM(K)., M.MedEd, Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Akademik, Pada: Senin,26 Februari 2014.   
121 ibid 
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kegiatan pendidikannya. Termasuk dalam hal ini, fakultas berhak 
memberikan sanksi yang sesuai terhadap kelalaian yang dilakukannya 
berdasarkan pemeriksaan dan penelitian oleh pihak rumah sakit.122 
Fakultas Kedokteran dalam kapasitasnya sebagai 
penanggungjawab pelaksanaan pendidikan kedokteran tentunya wajib 
bertanggungjawab bilamana dalam proses pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh mahasiswanya utamanya dalam pelaksanaan 
pendidikan profesi dokter menimbulkan kesalahan yang berakibat pada 
kerugian terhadap pasien di rumah sakit. Universitas tidak boleh begitu 
saja lepas tangan dan meninggalkan kewajiban pertanggungjawabannya 
terkait kelalaian atau kesalahan mahasiswanya. Tentunya hal ini 
berdasarkan hasil pendalaman kasus yang dilaksanakan secara bersama 
dengan rumah sakit dimana kasus tersebut terjadi. 
Bentuk pembinaan pihak Fakultas Kedokteran terhadap 
mahasiswanya selama menjalani proses pendidikan profesi sekalipun 
dilaksanakan di rumah sakit, tidak berarti semua diserakhan ke rumah 
sakit untuk memberikan pembinaan dan pelatihan. Akan tetapi Fakultas 
Kedokteran tetap terlibat untuk memberikan berbagai bentuk pembinaan 
misalnya memberikan pembekalan sebelum masuk proses pendidikan 
profesi, dan materi sebelum masuk pada bagian spesialisasi dimana 
hampir keseluruhan dokter baik supervisor maupun residen yang berada 
                                                             
122 ibid 
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di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo adalah merupaka dosen pada 
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
123
  
Secara keseluruhan, universitas memiliki tanggungjawab yang 
sangat besar kepada mahasiswa pendidikan profesi dokter terkait 
kegiatan pendidikan mahasiswanya dimana rumah sakit dalam posisinya 
hanya memberikan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa tersebut untuk 
melaksananak proses belajarnya di rumah sakit. Meski demikian, tentunya 
juga rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban bilamana terjadi 
kesalahan yang mengakibatkan kerugian pasien dikarenakan kegiatan 
tersebut dilaksanakan di rumah sakit. 
Dalam hal status residen dan supervisor yang kebanyakan 
merupakan dosen pendidik pada Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin, maka secara tidak lansung, semua kegiatan yang 
dilaksanakan dibawah dampingan supervisor merupakan tanggungjawab 
supervisor tersebut sebagai seorang dosen yang aktif pada Fakultas 
Kedokteran. Akan tetapi dalam posisinya sebagai dokter yang bekerja di 
institusi rumah sakit pada bagian spesialisasi, maka tentunya juga 
memiliki pertanggungjawaban secara profesi dan institusi kepada instansi 
rumah sakit yang menaungi supervisor tersebut. Terlebih kegiatan 
pembelajaran itu dilaksanakan di lingkungan rumah sakit. 
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
hubungan hukum antara dokter muda dengan Universitas sangat jelas 
                                                             
123 ibid 
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dimana Universitas bertanggungjawab terkait semua kegiatan pendidikan 
yang dilaksanakannya baik di Universitas, maupun di rumah sakit. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2013 Tentang 
Pendidikan Kedokteran Pasal 31 Ayat (1) Poin a mengatur bahwa: 
memperoleh pelindungan hukum dalam mengikuti proses belajar 
mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau  Fakultas Kedokteran Gigi 
maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran; 
Universitas memiliki tanggungjawab yang besar terhadap 
mahasiswa pendidikan profesi kedokteran yang di binanya dimana 
Universitas yang mengirim mereka ke rumah sakit yang terlebih dahulu 
melakukan perjanjian kerjasama untuk menempatkan mahasiswanya 
dengan tujuan melakukan kegiatan belajar di rumah sakit sehingga 
sekalipun dilakukan di rumah sakit, hal ini terlaksana untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran yang juga 
merupakan program pendidikan yang di tetapkan oleh Fakultas 
Kedokteran. 
Dokter muda berhak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman 
untuk menambah pengetahuan dan keilmuannya dalam teknis dan teori 
pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit termasuk 
perlindungan hukum dari supervisor bila dalam proses belajarnya terdapat 
kesalahan yang berakibat pada kerugian pasien. dokter muda berhak 
memohon petunjuk mengenai tindakan yang akan dilaksanakannya di 
rumah sakit kepada supervisornya dan mendapatkan bimbingan yang baik 
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dan memadai dalam memperdalam pengetahuannya di bidang 
kedokteran.
124
 
Wewenang dokter muda dalam melakukan kegiatan belajar di 
rumah sakit sangat terbatas dimana dokter muda hanya boleh melakukan 
tindakan yang dengan terlebih dahulu mendapatkan bimbingan dan 
arahan dari supervisornya. Selain dari yang di perintahkan itu, dokter 
muda tidak tidak memiliki wewenang apaun terkait pelayanan kesehatan 
pasien di rumah sakit. Kewenangan dokter muda hanya boleh dilakukan 
terhadap sesuatu pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya.
125
 
Secara keseluruhan, tahapan bagi mahasiswa kedokteran untuk 
mendapat gelar sebagai dokter sangat panjang. Dumulai dari pendidikan 
pada tingkatan sarjana, pendidikan profesi, ujian kompetensi, sertifikasi 
kompetensi, pemberian surat tanda registrasi (STR) dan seterusnya. Dari 
berbagai kegiatan tersebut, untuk tingkatan pendidikan kedokteran tingkat 
sarjana hingga pendidikan profesi dokter muda semua menjadi 
tanggungjawab Universitas dalam hal ini Fakultas Kedokteran yang juga 
sebagai penyelenggara pendidikan. Hal ini sesuai dalam table berikut: 
 
 
 
 
                                                             
124
 ibid 
125 ibid 
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Table 1. Tahapan Proses Pendidikan Kedokteran 
 
Dari struktur table diatas sangat jelas menggambarkan bahwa 
untuk pelaksanaan pendidikan di tingkat sarjana hingga mendapatkan 
ijazah dokter semua diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan juga 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya. Sekalipun kegiatan 
pembelajaran dilaksanakan di rumah sakit, tentunya yang menjadi 
penanggungjawab tetap berada dibawah tanggungjawab Universitas. 
Selanjutnya, secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan dokter 
muda yang berhubungan dengan para pihak dalam hal ini Rumah Sakit, 
Universitas, Residen dan Supervisor berdasarkan keterangan yang di 
peroleh pada narasumber melalui kegiatan wawancara dijabarkan dalam 
bentuk table sebagai berikut: 
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Table 2 Para Pihak berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 
2004 Praktik Kedokteran 
No Para pihak Sebelum Undang-Undang 
No 29 th. 2004 Praktik 
Kedokteran  
Setelah Undang-Undang No 
29 Th 2004 Praktik 
Kedokteran 
1 Rumah Sakit Menerima dokter muda 
sebagai sarjana muda 
untuk bekerja di rumah 
sakit sebagai tenaga 
kesehatan 
Menempatkan dokter muda 
di rumah sakit sebagai 
peserta didik yang berada 
dibawah pengawasan dan 
tanggungjawab supervisor 
2 Universitas Hanya meluluskan 
mahasiswa sarjana 
kedokteran sebagai sarjana 
muda yang boleh 
melakukan praktik di 
rumah sakit  
Bertanggungjawab 
mengadakan kerjasama 
dengan rumah sakit 
pendidikan untuk 
menempatkan mahasiswa 
pendidikan profesi menjadi 
dokter 
3 Supervisor Hanya mengawasi dan 
tidak bertanggungjawab 
terkait kesalahan dokter 
sarjana muda  
Mengawasi, membimbing, 
mengarahkan dan 
bertanggungjawab secara 
hukum terkait kesalahan 
dokter muda 
4 Residen Tidak ada Melakukan kerjasama dengan 
dokter muda untuk 
melakukan pendidikan dan 
tidak bertanggungjawab 
secara hukum terkait 
kesalahan dokter muda 
5 Dokter Muda Setelah sarjana boleh 
mendaftarkan diri untuk 
mendapatkan izin praktik 
dan dapat melakukan 
kegiatan pelayanan 
kesehatan di rumah sakit 
dengan pengawasan dokter 
Harus menempuh pendidikan 
profesi untuk dan tahapan 
berikutnya untuk 
mendapatkan gelar sebagai 
seorang dokter yang boleh 
melakukan penanganan 
pasien secara mandiri 
B. Tanggungjawab Keperdataan Dokter Muda (Co-Ass) di Rumah 
Sakit 
1. Tanggungjawab Secara Umum 
Tanggungjawab merupakan keadaan dimana suatu puihak 
menanggung suatu akibat dari perbuatannya baik itu dalam kaitannya 
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dengan perbuatan melanggar hukum atau dalam konteks wanprestasi. 
Secara umum dalam pelaksanaan pendidikan profesi dokter muda di 
rumah sakit, rumah sakit itu sendiri tidak bertanggungjawab terhadap 
kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan profesi karena 
merupakan bagian dari tanggungjawab Universitas dalam hal ini 
supervisornya. 
Sebagai pelaksana Perguruan Tinggi, Universitas tentu 
bertanggungjawab terhadap kegiatan belajar yang dilakukan oleh 
mahasiswa peserta didiknya yang dilakukan dalam konteks proses belajar 
yang di terapkan oleh Universitas tersebut. Dalam hal ini, selain yang 
dibenarkan oleh kurikulum perndidikan tinggi pada Perguruan Tinggi 
tersebut bukan menjadi tanggungjawab Universitas akan tetapi menjadi 
tanggungjawab yang bersangkutan. 
Rumah sakit sebagai pelaksana pelayanan kesehatan terhadap 
pasien di rumah sakit hanya bertanggungjawab untuk menyediakan 
sarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan profesi untuk 
menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa pendidikan tersebut 
dalam hal proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit hanya 
menyediakan seperlunya beradsarkan perjanjian kerjasama dengan 
Universitas.126 
                                                             
126
 dr. Heru B, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, Komite Medik, Pada: Kamis, 6 
Maret 2014. 
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Supervisor sebagai seorang dokter spesialis dimana mahasiswa 
ditempatkan untuk kegiatan pendidikan profesi bertanggungjawab 
member bimbingan dan arahan kepada mahasiswa tersebut sebagai 
seorang dosen yang di tentukan oleh Universitas untuk membina 
mahasiswa tersebut. Termasuk bertanggungjawab secara hukum bila 
terjadi kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda tersebut dimana dokter 
muda merupakan perpanjangan tangan dari supervisor dan berada 
dibawah bimbinganna untuk boleh atau tidaknya melakukan suatu 
kegiatan penanganan terhadap pasien.127 
Residen dalam kedudukannya yang juga merupakan peserta 
pendidikan profesi dokter spesialis tidak bertanggungjawab terkait 
kesalahan apapun yang dilaksanakan oleh dokter muda dikarenakan 
residen yang dalam kedudukannya hanya melakukan kerjasama 
pendidikan di rumah sakit dengan dokter muda dan tidak berwenang 
memberikan perintah untuk boleh atau tidaknya melakukan kegiatan 
pelayanan kesehatan di rumah sakit.128  
Dokter muda dalam statusnya sebagai seorang mahasiswa tentu 
berada dibawah bimbingan dan supervisi dari residen dan dokter ahli yang 
menjadi supervisornya selama berada di rumah sakit. oleh karena itu, 
dokter muda dalam menjalankan kewajibanya di rumah sakit merupakan 
bagian dari tanggungjawab pihak residen yang memberikan 
                                                             
127 ibid 
128Wawancara : dr. Ilham Arif, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Residen, Pada: Senin, 
27 Februari 2014.   
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pendampingan kepada doker muda dan supervisor yang dalam posisinya 
juga sebagai penanggungjawab bagian atau spesialisasi dimana dokter 
muda itu belajar.  
Akan tetapi, beberapa dokter menganggap bahwa ketika terjadi 
kesalahan terkait kegiatan dokter muda selama di rumah sakit, semuanya 
di kembalikan ke Universitas dalam hal ini Fakultas Kedokteran dengan 
dasar bahwa Universitas yang mengirim mereka ke rumah sakit dan 
dokter hanya memfasilitasi mereka dan memberikan petunjuk serta 
bimbingan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di 
rumah sakit dan sebagainya. 
Untuk mahasiswa dokter muda dari Fakultas Kedokteran 
Universitas Hasanuddin dan melaksanakan pendidikan profesi di rumah 
sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar jelas mengatur bahwa bila 
terjadi kesalahan yang dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan profesi 
atau dokter muda itu maka akan menjadi tanggungjawab bersama antara 
pihak Universitas dalam hal ini Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin dengan RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 
Dokter muda tidak bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi 
kesalahan yang di lakukannya. Hal itu akan dikoordinasikan ke bidang 
komite medik dan akan dibahas secara bersama antara pihak rumah sakit 
dan pihak Universitas. Dokter muda bekerja dibawah bimbingan atau 
arahan dari residen atau supervisor dan tidak boleh melakukan tindakan 
yang bersifat mandiri tanpa persetujuan residen dan supervisornya. Oleh 
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karena itu dokter muda secara hukum hanya melaksanakan madat yang 
diperintahkan oleh supervisornya atau oleh residennya. Jadi dalam hal ini 
dokter muda tidak bertanggungjawab.129 
Dalam melaksanakan proses pembelajarannya, dokter muda 
tentunya memiliki kemungkinan mengalami atau melakukan kelalaian 
dalam penanganan pasien.hal ini dimana dokter muda yang statusnya 
mahasiswa tersebut telah dilibatkan dalam memberikan penanganan 
pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit yang tentunya 
berdasarkan kompetensi dokter umum dan dibawah bimbingan dan 
pendampingan serta arahan dari residen atau supervisornya. 
Kesalahan oleh dokter muda dalam melaksanakan pelayanan 
kesehatan terhadap pasien mungkin saja pernah terjadi akan tetapi tidak 
terdeteksi. Dan jika pun terjadi kesalahan dan terdeteksi, maka fakultas 
secara institusi akan bertanggungjawab sebagai lembaga pendidikan yang 
menaungi mahasiswa dengan melalui pemeriksaan dan pendalaman 
bagaimana bentuk kesalahan yang di maksud untuk kemudian Fakultas 
Kedokteran menanggapi kasus kesalahan tersebut.130 
 
 
 
                                                             
129 Wawancara : drg. Nurhayati Habib,M.Kes, RS dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar, Ketua 
Bagian Pendidikan dan Penelitian, Pada: Senin, 6 januari 2014.   
130
 Wawancara : Prof. dr. Budu, Ph.D.,SpM(K)., M.MedEd, Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Akademik, Pada: Senin,26 Februari 2014.   
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2. Pihak Yang Bertanggungjawab 
Terkait kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda terhadap 
pasien selama di rumah sakit, yang bertanggungjawab tentunya 
tergantung dari kesalahannya seperti apa, dan bagaimana sampai terjadi 
kesalahan yang dimaksud. Jika kesalahan itu dilakukan oleh dokter muda 
tanpa adanya perintah atau pelimpahan wewenang untuk melakukan 
pelayanan kesehatan dari supervisornya, maka tentunya yang 
bertanggungjawab adalah dokter muda itu sendiri, akan tetapi jika 
kesalahan tersebut terjadi akubat dari perintah atau pelimpahan kuasa 
dari supervisornya, maka tentunya yang bertanggungjawab adalah 
supervisornya.131 
Dari keterangan diatas, menjelaskan bahwa terkait siapa yang 
bertanggungjawab tentu harus dipelajari bagaimana kesalahannya, 
apakah kesalahan tersebut sama sekali tidak melibatkan supervisor dalam 
hal ini kesalahan terjadi karena merupakan akibat dari inisiatif mahasiswa 
tersebut untuk melakukan sesuatu, maka tentunya hal ini menjadi 
tanggungjawab mahasiswa itu sendiri. Selain itu, untuk menentukan 
sanksi terlebih dahulu harus dipelajari bagaimana bentuk kesalahannya, 
apakah merupakan kesalahan yang berakibat fatal terhadap pasien atau 
tidak. 
                                                             
131Wawancara : dr. Heru B, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, Komite Medik, Pada: 
Kamis, 6 Maret 2014. 
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Bentuk kesalahan yang harus di dalami dalam hal ini maksudnya 
adalah bahwa jika hanya terkait mengenai tata tertib dan kesalahan yang 
sifatnya ringan dan dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan Fakultas 
Kedokteran, maka tentu Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
tidak perlu untuk turun lansung menyelesaikan permasalahan yang 
dimaksud. Jika kesalahan yang dimaksud bukan merupakan kesalahan 
fatal yang berakibat pada kerugian pihak pasien, maka tentu diserahkan 
kepada pihak residennya atau supervisornya untuk menanggapi dan jika 
memungkinkan akan dikenakan sanksi. 
Supervisor sebagai bagian dari pihak Universitas, dalam hal ini 
sebagai dosen pembimbing klinik tentunya menjadi pihak yang dianggap 
paling bertanggungjawab terkait kesalahan yang dilakukan oleh dokter 
muda terhadap pasien di rumah sakit. Karena hanya supervisorlah yang 
berwenang memberikan instruksi kepada dokter muda untuk melakukan 
suatu penanganan terhadap pasien di rumah sakit termasuk mengawasi 
dan memberikannya bimbingan. Akan tetapi pihak Universitas dalam hal 
ini Fakultas Kedokteran tentunya tidak begitu saja lepas tangan. Akan 
tetapi turut mempertanggungjawabkannya secara kelembagaan jika hal itu 
tidak dapat diselesaikan di tingkat supervisor atau bakordik.132 
                                                             
132 Prof. dr. Budu, Ph.D.,SpM(K)., M.MedEd, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Wakil 
Dekan Bidang Akademik, Pada: Senin,26 Februari 2014.   
 
 118 
 
Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik 
Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 24     
Ayat (1) bahwa: Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di rumah sakit 
pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan jejaringnya, dalam 
melaksanakan tugas pendidikannya dapat memberikan pembimbingan/ 
pelaksanaan/pengawasan kepada peserta pendidikan kedokteran atau 
kedokteran gigi untuk melakukan pelayanan kedokteran kepada pasien.  
Ayat (2) bahwa: Pelaksanaan pelayanan kedokteran kepada pasien oleh 
peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan dan tanggung 
jawab pembimbing.     
Dari aturan diatas jelas menegaskan bahwa dokter muda adalah 
peserta didik pada program pendidikan profesi kedokteran yang berada 
dibawah arahan dan bimbingan supervisornya. kegiatan pelayanan 
kesehatan yang dilakukan dokter muda terhadap pasien di rumah sakit 
harus melalui arahan dan bimbingan dari supervisornya termasuk menjadi 
pihak yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan oleh mahasiswa pendidikan profesi yang di bimbingnya. 
 
 
 
 119 
 
Tabel 3. Penanggungjawab Pendidikan Profesi Dokter muda 
 
 
Universitas 
  
Rumah Sakit  
 
Bakordik 
 
Supervisor 
 
Dokter muda dan Residen 
 
Keterangan: 
----------  : garis koordinasi Universitas dengan Rumah Sakit 
               : garsi komando dari Universitas hingga dokter mdua 
Residen dalam tugasnya mendampingi dokter muda, tidak 
membentuk perjanjian khusus yang mengatur tentang bagaimana bentuk 
pelayanan yang dibolehkan kepada dokter muda, dan bagaimana 
tanggungjawab residen dalam mendampingi dokter muda itu sendiri. 
Semua dilaksanakan berdasarkan bentuk kerjasama dalam suatu 
mekanisme pendidikan atau proses belajar.133 
Tidak ada perjanjian khusus yang sifatnya mengikat antara residen 
dan dokter muda dalam kaitannya dengan penanganan pelayanan 
                                                             
133
 Wawancara : dr. Ilham Arif, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Residen, Pada: 
Senin, 27 Februari 2014.   
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kesehatan terhadap pasien. Semua kegiatan belajar yang dilaksanakan 
oleh dokter muda dinilai hanya sebagai bagian dari proses belajar dan jika 
terjadi kelalaian atau kesalahan akan diserahkan ke supervisornya 
sebagai penaggungjawab residen dan dokter muda itu sendiri untuk 
diselesaikan sebelum melibatkan instansi baik rumah sakit dan 
Universitas.134 
Berdasarkan keterangan tersebut, maka tanggungjawab yang ada 
terkait pelaksanaan pendidikan profesi tidak melibatkan residen yang 
dalam statusnya juga sebagai peserta belajar yang membantu residen 
dalam menangani pasiennya. Hal ini karena semua kegiatan pelayanan 
pasien berdasarkan perintah dan arahan serta pendampingan dari 
supervisor itu sendiri. 
Dokter muda bertanggungjawab memberikan pelayanan medis 
sebaik mungkin terhadap pasien sesuai arahan pembimbingnya seperti 
melakukan pemeriksaan tanda vital pada pasien dan bertanggungjawab 
secara tidak lansung ke rumah sakit dengan melalui residen dan 
supervisornya. Dokter muda tidak bertanggungjawab secara lansung ke 
rumah sakit karena bukan merupakan tenaga kesehatan yang berada dan 
bekerja sebagai pegawai di rumah sakit. Mereka hanya diikutkan dalam 
rangka proses pembelajaran untuk memperdalam pengetahuan dan 
                                                             
134 ibid 
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keterampilan sebagai calon tenaga medis dimanapun nantinya mereka 
akan melakukan praktik.
135
 
Dalam hal ini, jelas bahwa dokter muda statusnya hanya sebagai 
mahasiswa yang bertugas untuk belajar dan memperdalam ilmunya terkait 
pendidikan kedokteran. Dokter muda sebagai mahasiswa yang dititipkan 
oleh rumah sakit berdasarkan perjanjian kerjasamanya untuk belajar 
tentang praktik pelayanan medis sekaligus memberikan pelayanan medis 
dibawah pendampingan dan belajar mengaplikasikan pemahamannya 
terkait teori pelayanan medis yang selama ini di dapatkannya selama 
menjalani jenjang pendidikan tingkat S1. 
Dalam hal proses pendidikannya yang bersentuhan lansung 
dengan pasien, dokter muda tentunya pernah melakukan kesalahan atau 
kelalaian akan tetapi sejauh ini tidak berakibat fatal pada perkembangan 
pelayanan kesehatan pasien. misalnya kesalahan dalam bentuk salah 
tensi, salah obat, kesalahan infus, dan sebagainya. Terkait kesalahan 
tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan akan menjalani sanksi 
yang diberikan oleh pihak Fakultas Kedokteran yang biasanya berupa 
pengulangan siklus, hingga sanksi skorsing sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan.136 
                                                             
135 Wawancara : dr. Cahyono Kaelan, PhD.SpPA(K),SpS, RS Ibnu Sina Makassar, a.n Dir.RS Ibnu 
Sina.Wadir Pendidikan dan SDM, Pada: Rabu, 4 Maret 2014.   
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Dalam hal menghindari resiko yang mengakibatkan kerugian 
terhadap pasien, maka supervisor sebaik mungkin memberikan 
pemahaman sekaligus mengawal proses belajar yang dilaksanakan oleh 
dokter muda. Supervisor harus selalu memantau kegiatan belajar yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa selama menjalankan pendidikannya di 
rumah sakit. Baik dengan pemantauan atau pendampingan secara 
lansung, maupun dengan meminta pelaporan melalui media komunikasi 
terkait kegiatan dokter muda dan perkembangan pasien. 
 Keterangan diatas menegaskan bahwa dokter muda hanya 
bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukannya secara mandiri 
atau tanpa perintah dan arahan dari supervisornya akan tetapi dalam 
praktinya, dokter muda hanya melakukan kegiatan yang sifatnya perintah 
atau arahan dari supervisor atau residen sehingga dapat di artikan bahwa 
secara prosedur, dokter muda tidak bertanggungjawab secara perdata 
sekalipun dalam pelayanannya terjadi kesalahan yang berakibat pada 
kerugian yang dialami oleh pihak pasien. 
Dari kegiatan penelitian pada beberapa rumah sakit pendidikan 
utama sebagai lokasi penelitian penulis disimpulkan bahwa 
tanggungjawab hukum keperdataan dokter muda selama melakukan 
kegiatan di rumah sakit semuanya di limpahkan ke pihak supervisor dan 
Universitas dalam hal ini Fakultas Kedokteran secara institusi yang 
bekerjasama dengan rumah sakit. Dokter muda tidak bertanggungjawab 
secara lansung terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya dimana 
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mereka adalah orang yang bekerja atas kuasa dari supervisornya untuk 
melakukan penanganan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit.. 
Dari segi aturan baik dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, 
Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, 
Undang-Undang Rumah Sakit, tidak satupun membebankan 
tanggungjawab keperdataan secara khusus kepada dokter muda 
bilamana terjadi kesalahan dalam pelayanannya di rumah sakit. Bahkan 
dalam perjanjian kerjasama antara Universitas dalam hal ini Fakultas 
Kedokteran dengan rumah sakit juga tidak mengatur secara jelas bahwa 
dokter muda bertanggungjawab secara hukum atas kesalahan yang 
dilakukannya selama berada di rumah sakit. 
3. Munculnya Pertanggungjawaban 
Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini supervisor hingga 
pihak Universitas dinyatakan bertanggungjawab bilamana terhadap 
pelayanan kesehatan yang kaitannya dilakukan oleh dokter muda 
terhadap pasien di rumah sakit mengakibatkan kerugian yang dialami oleh 
pasien atau pelayanan yang dilakukan oleh pasien tidak sesuai dengan 
pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima oleh pasien tersebut. 
Dokter sebelum memberikan tindakan penanganan kesehatan 
terhadap pasien tentu terlebih dahulu memberi atau mengajukan izin 
persetujuan tindakan kepada pihak pasien dalam hal ini Informed Consent 
dimana dokter menjelaskan terkait tindakan apa yang akan 
dilaksanakannya untuk menupayakan kesembuhan terhadap pasien, 
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kemudian pihak pasien memberikan persetujuan terkait pelaksanaan 
upaya pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh pihak dokter 
sehingga dalam hal ini terjadi perjanjian antara pasien dan dokter terkait 
apa upaya kesembuhan yang akan dilaksanakan untuk pasien tersebut. 
Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
Pasal 45:  
Ayat (1) mengatur bahwa: Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran 
gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien 
harus mendapat persetujuan.  
Ayat (2) mengatur bahwa: Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.   
Ayat (3) mengatur bahwa: Penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(2) sekurang-kurangnya mencakup : a. diagnosis dan tata cara tindakan 
medis; b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain 
dan risikonya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. 
prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.  
Ayat (4) mengatur bahwa: Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.  
Ayat (5) mengatur bahwa: Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran 
gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan 
tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.   
 Berdasarkan aturan diatas, bahwa upaya memberikan pelayanan 
kesehatan kepada pasien secara maksimal tidak bisa secara sederhana 
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dipandang hanya sebagai upaya menolong orang sakit dan tidak 
memberikan pelayanan yang serius dan bertanggungjawab. Perjanjian 
pelayanan kesehatan yang disepakati oleh kedua belah pihak 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dimana dokter 
wajib memberikan pelayanan kesehatan maksimal, serius, dan 
bertanggungjawab. Oleh karena itu jika terjadi kesalahan atau kelalaian 
dalam penanganannya, maka dokter dan pihak-pihak yang terlibat 
didalamnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai kesalahannya 
masing-masing. 
Terkait kegiatan dokter muda, semuanya dilaksanakan berdasarkan 
perintah dan arahan dari supervisor dimana dokter muda dan residen 
hanya sebagai asisten yang kegiatannya membantu supervisor dalam 
menangani kesehatan pasien. Dalam statusnya sebagai yang membantu 
supervisor, maka tentunya yang bertanggungjawab bila terjadi kesalahan 
diserahkan ke supervisornya.137 
Pertanggungjawaban muncul ketika kegiatan pelayanan yang 
dilakukan oleh dokter muda tidak sesuai dengan perjanjian pelayanan 
kesehatan yang dilakukan terhadap pasien, termasuk ketika adanya 
pelayanan kesehatan yang dilakukan dan bertentangan dengan Undang-
Undang misalkan ketika dokter muda mengambil keputusan secara 
mandiri untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan sementara dokter 
muda tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu, dokter 
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 Wawancara : dr. Ilham Arif, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Residen, Pada: 
Senin, 27 Februari 2014.   
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muda mengabaikan instruksi atau arahan dari supervisor untuk melakukan 
kegiatan pelayanan tertentu terhadap pasien yang keseluruhan itu 
berakibat pada kerugian yang dialami oleh pasien. 
4. Bentuk Pertanggungjawaban dan Sanksi 
Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak yang 
bertanggungjawab dalam hal ini supervisor atau Universitas tentunya 
harus terlebih dahulu mempelajari bentuk kesalahannya, dan bagaimana 
proses terjadinya kesalahan. Jika kesalahan hanya bersifat pelanggaran 
etika yang dilakukan oleh dokter muda misalnya terlambat dating, maka 
hanya akan dibebankan tugas tambahan dan seterusnya.138 
Untuk kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda misalkan 
kesalahan memberikan resep, kesalahan dalam pengambilan dan 
pemeriksaan darah, maka biasanya yang bersangkutan akan ditambah 
siklus belajarnya pada bagian tersebut atau dinyatakan proses belajarnya 
tidak lulus dan yang berangkutan diharuskan untuk mengulangi kembali 
siklus belajarnya pada bagian spesialisasi tersebut.139 
Apabila kesalahan dokter muda tersebut merupakan kesalahan 
berat dan berakibat pada kerugian terhadap pasien dalam proses 
pengobatannya misalnya kesalahan pemberian resep yang 
mengakibatkan pasien lebih menderita terhadap pengakitnya, maka oleh 
                                                             
138 Prof. dr. Budu, Ph.D.,SpM(K)., M.MedEd, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Wakil 
Dekan Bidang Akademik, Pada: Senin,26 Februari 2014.   
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yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi skorsing untuk waktu yang 
telah di tentukan bahkan jika terlalu berat, maka yang bersangkutan dapat 
dikenakan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku hingga dikeluarkan 
sebagai seorang mahasiswa pendidikan profesi kedokteran140 
Secara keseluruhan pihak Universitas bertanggungjawab secara 
hukum terhadap kesalahan sesuai dengan bagaimana bentuk 
kesalahannya. Jika kesalahan tersebut mengharuskan Universitas 
bertanggungjawab secara kelembagaan, maka Universtias dalam hal ini 
tentu mempertanggungjawabkannya secara kelembagaan termasuk 
menanggung ganti rugi yang di tanggung pasien terhadap kesalahan yang 
dilakukan oleh dokter muda tersebut.141 
Sejauh ini, belum pernah ada kesalahan yang dilakukan oleh dokter 
muda yang bersifat kesalahan fatal yang sangant merugikan pasien 
sehingga membutuhkan untuk dipertanggungjawabkan secara 
kelembagaan. Selama ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda 
hanya bersifat kesalahan kecil misalnya melanggar tata tertib, terkait etika 
dan disiplin bahkan paling besar kesalahan pengambilan darah atau 
pemberian obat yang tidak terlalu merugikan pihak pasien.142 
Dari keterangan diatas, menjelaskan bahwa bentuk 
pertanggungjawaban yang dilakukan terkait kesalahan yang dilakukan 
                                                             
140  ibid 
141 Wawancara : dr. Cahyono Kaelan, PhD.SpPA(K),SpS, RS Ibnu Sina Makassar, a.n Dir.RS Ibnu 
Sina.Wadir Pendidikan dan SDM, Pada: Rabu, 4 Maret 2014.   
 
142 ibid 
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oleh dokter muda dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien harus 
melalui pemeriksaan dan pendalaman terhadap kesalahan tersebut. Untuk 
menentukan sanksi harus memeriksa bagaimana bentuk dan besaran 
kesalahan akan tetapi secara kelembagaan pihak Universitas 
bertanggungjawab jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh dokter 
muda tersebut. Dalam pendalaman terhadap bagaimana kesalahan 
tersebut, Universitas melakukan pemeriksaan bekerjasama dengan pihak 
rumah sakit untuk menentukan bagaimana bentuk dan kedudukan 
kesalahan yang dimaksud guna menarik kesimpulan dan menentukan 
sanksi yang sesuai. 
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran Pasal 31  
Ayat (1) mengatur bahwa: Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, 
Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan 
administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini.   
Ayat (2) mengatur bahwa: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan 
pencabutan SIP.  
Ayat (3) mengatur bahwa: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi. 
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Berdasarkan pengamatan dan pendalaman penulis, menyimpulkan 
bahwa terhadap kesalahan yang terjadi,tanggungjawab secara umum, 
pihak yang bertanggungjawab, waktu pertanggungjawaban, serta wujud 
dan sanksi terhadap kesalahan yang terjadi akibat kesalahan yang 
dilakukan oleh dokter muda tidak tegas diatur dalam suatu aturan secara 
jelas dan secara khusus termasuk dalam Undang-Undang Rumah Sakit, 
Undang-Undang Praktik kedokteran, Undang-Undang Pendidikan 
Kedokteran, termasuk MOU antara Universitas dengan Rumah Sakit. 
Dari berbagai aturan tersebut, tidak menjelaskan secara khusus 
hak dan wewenang supervisor, hak dan wewenang dokter muda dalam 
melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit, 
termasuk bentuk pemberian sanksi terhadap supervisor dan doktermuda 
terkait kesalahan yang dilakukannya. Hal ini menurut penulis dianggap 
perlu mengingat pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter muda 
terhadap pasien merupakan hal yang serius dimana pelayanan kesehatan 
tersebut berakibat lansung pada kondisi kesehatan pasien selama 
menjalani perawatan di rumah sakit. 
Semua keputusan terkait kesalahan meskipun pemeriksaannya 
melibatkan pihak rumah sakit akan tetepi hanya pihak Universitas lah yang 
menentukan bagaimana bentuk sanksi yang dijatuhkan jika terjadi 
kesalahan dan hal ini merupakan keputusan internal tanpa melibatkan 
pihak pasien dalam penentuan sanksi tersebut. Oleh karena itu menurut 
penulis, perlu adanya aturan yang mengatur secara teknis bagaimana 
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bentuk pelaksanaan pendidilkan profesi, hak dan kewenangan para pihak 
dalam hal ini supervisor dan dokter muda secara khusus serta bentuk 
pmeriksaan dan proses pemberian sanksi terkait kesalahan tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
i. Kesimpulan 
e. Hubungan hukum antara dokter muda dengan dokter (residen dan 
supervisor), rumah sakit, dan Universitas tidak memiliki dasar 
aturan yang secara khusus dan jelas membahas terkait bagaimana 
kewenangan dokter muda dalam memberikan pelayanan kesehatan 
di rumah sakit, bagaimana bentuk tanggungjawab dokter dalam 
kaitannya dengan pendampingan dokter muda, rumah sakit 
sebagai sarana belajar dokter muda, dan Universitas sebagai 
lembaga pendidikan tinggi yang menaungi para mahasiswa dokter 
muda, dan bagaimana bentuk tanggungjawab hukum 
keperdataannya ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh 
dokter muda itu sendiri. 
f. Tanggungjawab hukum keperdataan dokter muda dalam 
penanganan pelayanan kesehatan di rumah sakit pada 
kenyataannya secara individu tidak ada dan menjadi bagian dari 
tanggungjawab supervisornya dengan didasarkan sebagai suatu 
bentuk pembelajaran tanpa adanya aturan jelas yang mengikat 
antara dokter muda dan residen serta supervisor terkait hak dan 
kewajiban dokter muda dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajarannya di rumah sakit yang sangat jelas bersentuhan 
lansung dengan pasien. 
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i. Saran 
1. Harusnya hubungan hukum antara dokter muda dengan dokter 
(residen dan supervisor), rumah sakit, dan Universitas dipertegas 
dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 
Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, perjanjian 
kerjasama para pihak, atau aturan-aturan lainnya khususnya terkait 
bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum keperdataan ketika 
terjadi kesalahan atau kelalaian oleh dokter muda dalam 
melaksanakan kegiatan pelayanan kepada pasien di rumah sakit. 
2. Dengan adanya penegasan aturan tersebut, akan memperjelas 
bagaimana bentuk tanggungjawab keperdataan dokter muda dalam 
melaksanakan kegiatan yang kaitannya sebagai kegiatan 
pendidikan akan tetapi secara lansung bersentuhan dengan pasien, 
bagaimana mekanisme pelimpahan kuasa dari dokter untuk 
melaksanakan pelayanan medis termasuk mekanisme sanksi jika 
terjadi kesalahan atau kelalaian. serta memberikan pemahaman 
hukum bagi dokter muda itu sendiri terkait adanya bentuk 
pertanggungjawaban perdata terkait kesalahan dalam pelayanan 
medis yang dilakukan di rumah sakit. 
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